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BUPATI ACEH TAMIANG

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

Menimbang :

Mengingat

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 26 Qanun

=t

Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka untuk
kelancaran Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan perkotaan sepanjang teknis pelaksanaanya
perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, periu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 19387 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Faksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3987);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara vang Bersih dan Bebas dari Kolusi,
Koruosi dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);
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Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Acch Barat Daya, Ksbupaten Gayo Lues,
Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan
Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17,
Ta;ngl:;ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
41 ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran -Negara sRepublik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesta Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
untuk keduakalinya dengan  Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844});

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11  Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234},

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomeor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Normor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5145);
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Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penyitaan Dalam rangka Pengihan Pajak dengan Surat

Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4049); '

Peraturan Pemerintalh Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari
Penjualan secara Lelang Dalam rangka Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomer 4050);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488};

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomoer 4578};

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5179);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2010
tentang Klasipikasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai
dasar Pengenaan Pzjak bumi dan Bangunan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010
tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang
Tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
perkotaan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011
tentang Tata Cara Perhitungan dan Pengembalian
Pembayaran Pajak;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);




24. Qanun Kabupaten Acch Tamiang Nomor 15 Tahur 2010
tentang Pokok-Pokok  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
(Letnbaran Daerah Kabupaten Acsh Tamiang Tahun 2010
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Tamiang Nomor 28};

25. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 2 Tahun 2013
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kabupaten Acsh Tamiang Tahun 2013
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Tamiang Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.

~

N

e}

Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.

Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah
Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten
vang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.

Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kakupaten
Aceh Tamiang.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan vang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya
disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,
dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan,
dan pertambangan.

Wajib Pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suata
hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki,
menguasai dan/atau memperoleh manfsat atas bangunan, yang dikenakan
kewajiban membayar pajak menurut perundang-undangan perpajakan.
Objek Pajak PBB-P2 yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah bumi
dan/atau bangunan kecuali bumi dan/atau bangunan dalam kawasan yang
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan.

Pejabet adalah pegawai yang diberl tugas tertentu dibidang perpajakan
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
ugaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firtha, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisast sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk
usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. '

Kas Daerah adatah Kas Daerah Kabupaten Acech Tamiang.

Sistemm Manajemen Informasi Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SISMIOP Pagjak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah sistem yang terintegrasi untuk
mengolah informasi/data objek dan subjek pajak Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan dengan bantuan komputer, sejak dari
pengumpulan data melalui pendaftaran, pendataan dan pentlaian,
pemberian identitas objek pajak {Nomor Objek Pajak), perekaman data,
pemeliharaan basis data, dan pencetakan hasil keluaran berupa Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD),
Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Daftar Himpunan Ketetapan dan
Pembayaran Pajak (DHKP).

Sistem informasi Geografis adalah aplikasi yang mengintegrasikan antara
data grafis dan numerik serta merupakan bagian dari SiSMIOP.

Nomar Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor
identifikasi objek pajak, termasuk objek pajak yang dikecualikan,
mempunyai karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan blok
dalam satu wilayah administrasi pemerintahan kampung.

Blok adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang
dibatasi oleh batas alam dan/atau batas buatan manusia, seperti jalan,
selokan, sungai, dan sebagainya untuk kepentingan pengenaan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam satu wilayah administrasi
pemerintahan kampung.

Zone Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat dengan ZNT adalah zona
geografis yang terdiri atas sekelompok cbjek pajak yang mempunyai suatu
Nilai Indikasi Rata-Rata vang dibatasi oleh bhatas penguasaan/pemilikan
objek pajak dalam satu wilayah administrasi pemerintahan kampung.

Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB adalan
daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan
berdasarkan pendekatan bieya yang terdiri dari biaya komponen utama
dan/atau biaya komponen material bangunan dan/atau biaya komponen
fasilitas bangunari.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT
adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD ada.lah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang
terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumiah kredit pajak lebih besar daripada pajak
yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
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Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa

bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan
Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan. atau Surat Keputusan
Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat
Keietapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab
atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan
memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan
Pengurangan, adalah pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan yang terutang. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang
selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk
memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak. ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKFD adalah surat
ketetapan pajak vang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang
terutang.

Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak vang selanjutnya disingkat
dengan SPMKFP adalah surat perintah dari Kepala Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk menetbitkan Surat Perintah
Pencairan Dana vang ditujukan kepada Bank Operasional mitra kerja Dinas
Pendapatan, Pengelolaan FKeuangan dan Aset, sebagai dasar dasar
pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat dengan SP2D
adalah surat vang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Kabupaten
untuk melaksanakan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah berdasarkan SPMKP.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Njhil yang selanjutnya disingkat SKPDN
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak

ada kredit pajak.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif Jdan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan Kkewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk
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tuyjuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpgjakan daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
perpajakan daerah yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Pemeriksaan Kanor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak yang selanjut disebut dengan LHPP adalah
Laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang
disusun oleh Pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang
lingkup dan tujuan pemeriksaan.

Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakuksn di tempat
kedudukan, tempat Kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal
Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati.

Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang selanjutnya disebut dengan SP2P
adalah surat perintah untuk melaksanakan Pemeriksaan.

Pemeriksaan ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan terhadap objek
pajak untuk tahun pajak yang telah diperiksa pada Pemeriksaan
sebelumnya.

Klasifikasi adalah pengelompokan Nilai Jual Bumi atau Nilai Jual Bangunan
yang digunakan sebagai pedoman penetapan NJOP Bumi dan NJOP
Bangunan.

Nilai Indikasi Rata-Rata adalah Nilai Pasar rata-rata yang dapat mewakili
nilai tanah dalam suatu Zona Nilai Tanah.

Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan DBKB
adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan
berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama
dan/atau biaya komponen material bangunan dan/atau biaya komponen
fasilitas bangunan.

Penyegelan adalah tindakan menempelkan kertas segel dalam rangka
Pemeriksaan pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak
dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digurakan

sebagai tempat atau alat untuk menyimpan huku atau catatan, dokumen,
termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain, yang

dapat memberi petunjuk tentang objck pajak yang terutang yang diperiksa.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Tamiang ini adalah:

a.
b.

C.

Nilai Jual Objek Pajak;
Tata cara Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian;
Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPOP;

d. Bentuk isi, tata cara penerbitan, penyampaian dan pengisian SPPT

dan SKPD;
Tata cara pembayaran dan Tempat Pembayaran Pajak;
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Tata cara Penagihan pajak, Surat Paksa dan Penyitaan:
Tata cara Penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluarsa;:
Tata cara pengajuan Keberatan dan Banding;

Tata cara pembatalan, pengurangan, pengurangan Ketetapan
penghapusan atau sanksi administrasi;

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
Tata cara pemeriksaan;
Unsur SISMIOP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

dan

BAB III
NILAI JUAL OBJEK PAJAK

Pasal 3

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah
NJOP.

(1)

(2)

(9)

Pasal 4

NJOP sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan berdasarkan
klasifikasi NJOP Bumi dan NJOP Bangunan,

Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Dalam hal nilai jual Bumi lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi
NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nilai jual Bumi tersebut
ditetapkan sebagai NJOP Bumi.

Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Il Peraturan Bupati ini.

Dalam hal nilai jual Bangunan lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi
NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat {4}, nilai jual Bangunan
tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bangunan.

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan perbandingan harga dengan objek
lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau nilai jual pengganti.
Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis merupakan suatu
pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara
membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya
berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualinya.

Nilai perolehan baru merupakan suatu pendekatan/metode penentuan nilai
jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh objel: tersebut pada saat penilaian
dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik
objek tersebut.

Nilai jual pengganti merupakan suatu pendekatan/ metode penentuan nilai
jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak
tersebut.

(10) Objek pajak vang tidak bersifat khusus, Nilai Jual Objek Pajaknya

ditentukan berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang diperoleh dari hasil
penilaian secara massal.

(11) Objek pajak tertentu yang bersifat khusus, Nilai Jual Objek Pajak dapat



ditentukan berdasarkan nilai pasar yang dilakukan oleh petugas penilai
secara individual.

(12) Bupati menetapkan NJOP Bumi dan Bangunan sebagai dasar Pengenaan

(2)

(2)

PO TP

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

; BAB IV
TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN
Bagian Kesatu
Pendalitaran

Pasal 5
Pendaftaran, pendataan dan penilaian objek Pajak dan subjek Pajak
dilakukan dengan SISMIOP.

Pelaksanaan pembentukan basis data SISMIOP dilakukan melalui kegiatan:
a. pendaftaran objek Pajak dan subjek Pajak;
b. pendataan objek Pajak dan subjek Pajak; dan

¢. penilaian ohjek Pajals.

Pazal 6

Pendaftaran objek Pajak sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
huruf a dilakukan oleh subjek Pajak dengan cara mengisi SPOP.

SPOP diisi dengan jeclas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan
disampaikan ke Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluhb) hari setelah
tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak atau kuasanya.

Bagian Kedna

Pendataan Dan Penilaian

Pasal 7

Pendataan objek Pajak dan subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat {2) hurvf b dilakukan oleh Dinas dengan menuangkan hasiinya

dalam formulir SPOP.
Pendataan objek Pajak dan subjek Pajak sebagasimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan melalui : ,

penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP, '
identifikasi objek Pajak,

Iveriﬁkasi data objek Pajak, dan/atau

pengukuran bidang objek Pajak.

Pasal 8

Penilaian objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 avat (2) huruf ¢
dilakukan oleh Dinas baik secara masal maupun secara individual dengan

menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.



(2) Hasil Penilaian objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
sebagai dasar penentuan NJOP.

Pasal 9

Dinas dapat melakukan kegiatan lain yang berkaitan dengan kebijakan
pengembangan dan penyempurnaan SISMIOP.

Pasal 10
Pemeliharaan basis data SISMIOP dilakukan dengan cara :

a. Pasif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh petugas
berdasarkan laporan yang diterima dari wajib pajak dan/atau
pejabat/instansi terkait pelaksanaannya.

b. Aktif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis dafta yang dilakukan oleh petugas
dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek Pajak dan subjek
Pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan atau mencocokkan
dan menyesuaikan NJOP dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi di
lapangan, pelaksanaannya sesuai dengan prosedur pembentukan basis data.

Pasal 11

Setiap Petugas yang melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan, dan
penilaian objek Pajak dan subjek Pajak dalam rangka pembenzukan dan/atau
pemeliharaan basis data SISMIOP wajib merahasiakan segala sesuatu yang
diketahuinya atau diberitahukan oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan Pajak Daerah.

Pasal 12

Dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP, Dinas
dapat bekerjasama dengan instansi yang terkait dan/atau pihak ketiga yang
memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan.

BAB V
BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPOP

Pasal 13

(1) SPOP merupakan sarana untuk menyampaikan data objek maupun subjek
pajak dalam rangka pendaftaran atau pendataan objek dan subjek pajak
maupun penilaian objek pajalk.

(2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar,
dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Dinas atau
Pejabat vang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-
lambatnya 30 {xiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh
Subjek Pajak.

{3) SPOP harus diisi dengan jelas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
merupakan ketentuan pengisian formulir SPOP di mana penulisan data
yvang diminta dalam SPOP dibuat sedemikian rupa sechingga tidak
menimbulkan salah tafsir yvang dapat merugikan Daerah maupun Wajib
Pajak sendiri.

(4) SPOP harus diisi dengan benar sebagaimane dimaksud dalam ayat (2)
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merupakan ketentuian pengisian formulir SPOP di mana data yang
dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti Juas
tanah dan/atau bangunan, tahun dan harga perolechan dan seterusnya
sesuai dengan kolom-kolom/pertanyaan yang ada pada SPOP.

Pasal 14

Bentuk dan petunjuk pengisian formulir SPOP adalah sebagaimana tersebut
pada Lampiran Il Peraturan Bupati ini.

BAB VI
BENTUK ISI, TATA CARA PENERBITAN, PENYAMPAIAN DAN

PENGISIAN SPPT DAN SKPD

Pasal 15

(1) Formulir SPPT berisi informasi sebagai berikut :

a. Halaman depan:

Lamnbang Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dan Kop Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;

Informasi berupa tulisan “SPPT PBB Hanya Untuk Kepentingan Pajak
Bukan Merupakan Bukti Kepemilikan Hak”;

Kode Akun;

Tahun Pajak dan jenis sektor pajak;
Nomor Objek Pajak (NOP);

Letak Objek Pajak;

Nama dan alamat Wajib Pajak;
Nomor Pokok Wa’ib Pajak;

Objek Pajak;

. Luas Bumi dan/atau Bangunan;

. Kelas Bumi dan/atau Bangunan;

. Nilai Jua! Objek Pajak (NJOP};

. Total NJOP Bumi dan/atau Bangunan;

. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB;

. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP);
. NJOP untuk penghitungan PBB;

. PBB yang terutang;

. PBB yang harus dibayar;

. Tanggal jatuh tempo; dan

20.

Tempat Pembayaran.

b. Halaman belakang :

L.

2.
3.
4

Nama petugas penyampai SPPT;
Tanggal Penyampaian;
Tanda tangan petugas; dan

Informasi lainnya.
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(3)

SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kertas.

Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1} sebagaimana tersebut
dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 16
Penandatanganan SPPT dapat dilakukan dengan :
a. tanda tangan basah untuk Ketetapan Buku V;
b. cap tanda tangan unfuk Ketetapan Buku Il dan IV; dan
c. cetakan tanda tangan untuk Ketetapan Buku I dan II.

SPPT dapat diterbitkan melaiui :
a. pencetakan massal; atau
b. pencetakan dalam rangka :

1. pembuatan salinan SPPT;

2. pembetulan.

3. selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2,
SPPT dipergunakan sebagai tindak lanjut pendaftaran objek Pajal:
baru dan mutasi objek Pajalk dan/atau subjek Pajak.

Pasal 17

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengeinarkan SKPD dalam hal:

a. SPOP tidak disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh} hari kerja
setelah tanggal diterimanya SPOP dan setelah Wajib Pajak ditegur secara
tertulis;

b. berdasarkan hasil pemeriksazn atau keterangan lain temyata jumlah
Pajak yang terutang lebilh besar dari jumilah Pajak yang dihitung
berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Formulir SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut
dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) menyampaikan SPPT kepada
petugas pemungut dengan disertai daftar penerimaan.

Petugas pemungut memisahkan dan mengkompilasi SPPT berdasarkan
alamat objek Pajak selama lebih kurang 1 {satu) bulan sejak diterimanya
SPPT.

Petugas pemungut menyampaikan SPPT kepada Wajib Pajak untuk
ketetapan Buku [, Buku II, PBuka I, dan Buku IV melalu:
Kecamatan/Datok/Kadus yang dituangkan kedalam Berita Acara
Penerimaan SPPT, sedangkan untuk ketetapan Buku V disampaikan
langsung kepada Wajib Pajak atau wakilnya.



(1)
(2)

Pasal 19
Sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah menerima SPPT, maka struk SPPT
harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau wakilnya dengan
mencantumkan secara jelas nama dan tanggal diterimanya SPPT dimaksud.
Struk SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada bagian bawah
SPPT, selanjutnya disampaikan kepada Petugas UPTD dan/atau tugas
pemungut.

Petugas UPTD dan/atau petugas pemungut menghimpun struk SPPT yang
diterima daxi Wajib Pajak, kemudian dicatat dalam daftar rekapitulasi

penyampaian SPPT.

BARB VII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 20
Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah, Bendahara Penerimaan atau

Bank yang ditunjuk.

Apabila pembayaran Pajak dilakukan pada Bendahara Penerimaan Dinas,
penerimaan Pajak Wajib disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hani

kerja.

Pembayaran Pajak yang menggunakan warkat seperti bilyet giro atau cek,
atau dengan cara transfer, baru dapat dinyatakan sah apszbila telah

dibukukan pada Kas Daerah.

Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran Pajaknya diberikan SSPD
sebagai tanda bukti pembayaran Pajak.

Bentuk dan isi formulir SSPD sebagai tanda bukti pembayaran Pajak
sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Bentuk dan isi fonmulir SSPD yang dikeluarkan oleh Bank yang ditunjuk
secbagai tempat pembayaran Pajak dipersamakan dengan SSPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (5}.

Pasal 21

Pembayaran Pajak dilakukan sekaligus atau lunas.
Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak yang terutang paling lama 6
(enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.

Apabila batas waktu pembayaran iatun pada hari Libur, maka batas waktu
pembayaran jatuh tempo pada 1 (satu} hari kerja sebelumnya.

Pasal 22

Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPD, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang
menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sgjak tanggal diterbitkan.

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati
melalui Kepala Dinas untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak
yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
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(%)

selapj}lmya disebut utang Pajak, dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan
likuiditas atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga Wajib

Pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

Dalam hal Wajib Pajak disetujui untuk mengangsur atau menunda
pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali STPD, Wajib Pajak
dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen} setiap
bulan dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan pembayaran
angsuran/pelunasan.

Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus
diajukan secara tertulis paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh
tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung

permohonan, serta :

“a. Jumlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk diangsur, masa

angsuran, dan besarnya angsuran; atau

b. Jumlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka
waktu penundaan.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat {4} dapat dilampaui dalam
hal Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga

Wajib Pajak tidak mampn melunasi utang pajak tepat pada waktunya.

Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) secbagaimana
tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini,

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK, SURAT PAKSA DAN PENYITAAN

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD jika SPPT atau

SKPD tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo.,

Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak,
dikeluarkan 7 (twjuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran
STPD/Keputusan Pembetulan/Keputusan Keberatan/Putusan Banding.

Dalam jangka waktu 21 {dua pulul satuj hari kerja setelah tanggal Surat
Teguran, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang.

STPD dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Apabila jumlah Pajak yvang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka
waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran jumlah Pajak yang
harus dibayar dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21
(dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau

surat lain yang sejenis.
Bentuk surat paksa sebagaimana tersebut dalam lampiran IX Peraturan
Bupati ini.
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Pasal 25

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua
kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa diterima
Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat

Perintah Melaksanakan Penyitaan.

(1)

(2)

(3)

(<)

{3)

Pasal 26

Apabila utang dan biaya penagihannya yang masih harus dibayar tidak
dilunasi setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan
penyitaan maka segera dilaksanakan pengumuman lelang.

Apabila utang pajak dan biaya penagihannya yang masih harus dibayar
tidak dilunasi setelah lewat waktu 14 [(empat belas) hari sejak tanggal
pengumuman lelang maka segera dilakukan penjualan barang sitaan melalui

kantor lelang.

Penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan lelang dapat
dilakukan apabila utang dan biaya penagihannya yang masih harus dibayar
tidak dilunasi setelah lewat waktu 14 (empat belas} hari sejak tanggal
pelaksanaan penyitaan maka segera dilakukan penjualan, penggunazn,
dan/atau pemindahbukuan barang sitaan.

Pasal 27

Jurusita Pajak Daerah melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus
tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat
Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat
pada Dinas apabila :

a. penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
atau berniat untuk itu.

b. penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang
dikuasai dalam rangka menghentikan arau mengecilkan kegiatan
perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;

c. adanya indikasi bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan
usaha, atau meriggabungkan usaha, atau memekarkan usaha, atau
memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya,
atau melakukan perubahan bentuk lainnya.

d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negaxa; atau

e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau
terdapat tanda-tanda kepailitan.

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya
memual :

a. nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;

b. besarnya utang pajak;

c. perintah untuk membayar; dan

d. waktu pelunasan pajak.

Penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus oleh Pejabat
pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut :
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a. diterbitkan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;
b. diterbitkan tanpa didahului Surat Teguran;

c. diterbitkan sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat
Teguran diterbitkan; atau ,

d. diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

(4} Ketentuan lebih lanjut tentang surat paksa dan penyitaan dilaksanakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAH KADALUARSA

Pasal 2&

(1) Ruang lingkup Penghapusan Piutang Pajak yang menjadi kewenangan
Daerah meliputi kewajiban pokok Pajak, bunga dan/atau denda
administratif yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan
pembebanan utang dan telah tercantum dalam SPPT, SKPD, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan

Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administratif.

(2} Piutang Pajak yang tercantum dalam SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan,
Penghapusan Sanksi Administratif berupa bunga dan/atau denda dapat
dihapuskan apabila Pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih
lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.,

Pasal 29

(1) Piutang Pajak yang tercantum dalam SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan,
Penghapusan Sanlksi Administratif berupa bunga dan/atau denda walaupun
hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa dapat dihapuskan
apabila piutang Pajek Daerah terscbut tidak dapat atau tidak mungkin

ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) apabila :

a. wajib Pajak/penanggung Pajak meninggal dunia dengan  tidax
meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;

b. wajib Pajak/penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;

¢. wajib Pajak/penanggung Pajak dinyatakan Pailit berdasarkan keputusan
pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk
melunasi utang Pajaknya;

d. wajib Pajak/penanggung Pajak tidak dapat diketemukan lagi karena:

1. wajib Pajak/penanggung Pajak pindah alamat dan tidak mungkin
diketemukan lagi berdasarkan Surat Keterangan dari Datok
Penghulu;

2. wajib Pajak/penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk
selamanya berdasarkan Surat Keterangan dari Datok Penghulu;

(2) Wajib Pajak/penanggung Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuatkan berita acara pemeriksaan dan
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diumumkan di Kantor Datok Penghulu setempat selama 14 (empat belas)
hari kerja.

Pasal 30

Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasai 29 ayat (1) terlebih
dahulu ditatausahakan sebagai piutang Pajak dan telah dilaltukan upaya
tindakan penagihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku,

Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi
belum kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d
angka 1 dan angka 2 terlebih dahuiu dimasukkan ke dalam bulu Daftar

Cadangan Penghapusan Phatang Pajak.

Pasal 31

Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2} tidak dilakukan
lagi tindakan penagihan,

(1)

Pasal 32

Kepala Dinas menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak
dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak kepada Bupati pada
setiap akhir tahun.

Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan Daftar Cadangan
Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya memuat :

a. nama wajib pajak dan penanggung pajak;

b. alamat wajib pajak/penanggung pajak;

c. Nomor Objek Pajak (NOP};

d. jenis pajak daerah;

e. tahun pajak;

f. jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan atau yang akan
dicanangkan untuk dihapus;

g. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan

h. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapus.

Pasal 33

Bupati setelah menerima Daftar Usiulan Penghapusan dan Daftar Cadangan
Piutang Pajak segera membentult Tim untuk melakukan penelitian terhadap
Wajih Pajak yang ada dalam daftar usulan dan cadangan Penghapusan
Piutang Pajak.

Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1} ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Dalam hal tertentu Bupati dapat meme:intahkan Penyidik Pegawai Negeri
Sipil Pajak Daerah dan Jwu Sita Pajak Daerah untuk melakukan
pemeriksaan.



(1)

(2)

(3)

Pasal 34

Hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1}

disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dalam bentuk laporan.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
memuat:

a. nama wajib Pajak dan penanggung Pajak;

b. alamat wajib Pajak/penanggung Pajak;

¢. Nomor Objek Pajak (NOP};

d. nomor dan tanggal SPPT/SKPD/STPD/Surat Keputusan

Pembetulan /Surat Keputusan Keberatan/Surat Keputusan
Pengurangan, penghapusan sanksi administrasi berupa kenaikan bunga

dan/atau denda;
e. jenis Pajak daerah;

tahun Pajak;

g. besarnya piutang Pajak yang akan dihapuskan atau yang akan
dicanangkan untuk dihapus;

h. tindakan Penagihan yang pernah dilakukan;
i. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan; dan

j. keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.

Pasal 35

Berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah
dilakukan penelitian, Kepala Dinas mengajukan permchonan penghapusan

disertai pertimbangan kepada Bupati.

Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dumaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Penghapusan Piutang Pajak ditetapkan oleh:

a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000.,00 (lima miliar
rupiah); dan

b. Bupati dengan persctujuan Dewan Perwakilan Rakyvat Kabupaten untuk
jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 36

Bercasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2)
oleh Kepala Dinas segera mengadministrasikan dan menghapus piutang Pajak
dari daftar piutang Pajak daerah.
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BNGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 37

»
(1} Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal :

(2)

a. menurut perhitungan wajib Pajak bahw’a luas objek Pajak atau
slessbAgAIiaNA mestinya; dan/atau ®

b. terdapat perbedaan penafsiran peratiiren Pajak.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
a. perseorangan untuk SPPT atau SKPD; atau

b. Kolektif untuk SPPT atau SKPD.

Pasal 38

Pengajuan Keberatan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 ayat {2) huruf a haris memenuhi persyaratan :

a. satu Suraf Keberatan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD; g

diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia; £
diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; &
dilampiri asli SPPT atau SKPD yang diajukan keberatan;
dikemukakan jumlah Pajak yang terutang menusut penghitungan waibgs
pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya;

f. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya
SPPT atau SKPD, kecuali apabila wajib pajak atau kuasanva dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena

keadaan diluar kekuasaannya; dan

g. surat Keberatan ditandatangani oieh wajib pajak, dan dalam hal surat
keberatan ditandatangani oleh bukan wajib pajak :

1. harus dilampiri dengarn surat fmaasa khusus untuk wajib pajak orang y
pribadi dengan pajak yang terutang lebih banyalk dari
Rp.2.000.000,00 {dua juta rupiah) atau wajib pajak badan; atau

2. harus dilampiri dengan surat kuasa untuk wajib pajak orang pribadi
dengan pajak yang terutang paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta
rupiah).

Pengajuan Keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37

ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan :

a. satu pengajuan untuk beberapa SPPT atau SKPD tahun pajak yang
sarna;

b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa indonesia;

c.’ pajak yang terutang untuk setiap 3PPT atau SKPD paling banyak

Rp.200.000,00 {dua ratus ribu rupiah);

diajukan kepada Bupati atan Pejabat yang ditunjuk;

e. diajukan melalui Datok Penghulu setempat;

f. dilampiri SPPT atau SKPD yang diajukan keberatan;

Bt

oo o
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(3]

(4)

g. mengemukakan jumlah pajak yang ferutang menurut penghitungan
wajib pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan
Keberatannva; dan

h. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya
SPPT atau SKPD, kecuvali apabila Waiib Pajak melalui Datok Penghulu
setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipemihi karena keadaan diluar kekuasannya.

Tanggal penerimaan Surat i{eberatan yang dijjadikan dasar untuk

memproses Surat Keberatan adalah :

a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung
oleh wajib pajak atau kuasanya kepada petugas Dinas atau petugas lain
yang ditunjuk; atau

b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan dalam hal disampaikan
melalui pos dengan pukti pengiriman surat.

Untuk memperkuat alasan pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf g, pergajuan Keberatan disertai

dengan :

a. fotocopy identitas wajib pajak dan fotocopy identitas kuasa wajib pajek
dalam hal dikuasakan,;

b. fotocopy bukti kepemilikan tanah;
¢c. fotocopy [jin Mendirikan Bangunan {IMB); dan;atau

fotocopy bukti pendukung lainnya.

Pasal 39

Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1} atau avat (2), dianggap bukan sehagai
Surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka
waktu paling lama 21 (dva puluh satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan
surat Keberatan harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang

mendasari kepada :

a. wajib pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan keberatan secara
perseorangan; atau

b. Datok Penghulu setempat dalam hal pengajuan keberatan secara
kolelktif.

Dalam hal pengajuan Keheratan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) Wajib Pajak masih dapat mengajukan Keberatan
kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2).

Pasal 40

Untuk keperluan pengajuan Keberatan, Wajib Pajak dapat meminta
keterangan secara terfulis mengenai dasar pengenaan dan/ataw
penghitungan Pajak yang terutang kepada Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk.
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(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberi keterangan yang diminta oleh
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling
lama 21 (dua puluh satu} hari kerja sejak surat permintaan Waiib Pajak
diterima.

{3) Jangka waktu pemberian keterangan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
atas permintaan Wajik Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
menunda jangka waktu pengajuan Kebsratan sehagaimana dimaksud pada
Pasal 38 ayat (1) dan ayat {2}.

Pasal 41

Keberatan dapat diagjukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit
sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

‘Pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan Keputusan atas pengajuan
Keberatan  dalam  hal Pajak yang terutang paling banvak
Rp.1.500.000.000,00 (saru miliar Lima ratus juta rupiah).

(2) Bupad berwenang memberikan Keputusan atas pengajuan Keberatan dalam
hal Pajak yang terutang lebih banyak dari Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar

lima ratus juta rupiah).

AL 43

(1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat {1) dan ayat (2)
ditetapkan berdasarkan hasil penelitian kantor dan apgbila diperlukan dapat
dilanjutkan dengan penelitian lapangan. i

(2} Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dﬂaimigan berdasarkan surat
tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

(3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, Pejabat pada Dinas terlebih
dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di

lapangan kepada Wajib Pajak.

Pasal 44

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan keputusan dalam jangka
waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya sura*
Pengajuan Keberatan.

(2} Keputusan atas Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa meneritna seluruhnya atau sebagian, menolak, atau
menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui
dan Keputusan belum diterbitkan, pengajuan Keberatan dianggap
dikabulkan dan diterbitkan Keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu

. dimaksud berakhir.

" Dalam hal Keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT

atau SKPD, Dinas mernerbitkan SPPT atau SKPD baru berdasarksn

Keputusan Keberatan tanpa merubah saat jatuh tempe pembavaran.
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(5) SPPT atau SKPD baru sebagaimana dimaksud pada ayat {4) tidak bisa
diajukan Keberatan.

Pasal 43

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan Keputusan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 ayat (3) belum diterbitkan, maka pengajuan Keberatan oleh

Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

Pasal 46
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan
Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatannya vang ditetapkan.
BAB XI
TATA CARA PEMBATALAN, PENGURANGAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak dapat memberikan pengurangan pajak.

Pasal 48

(1) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 dapat diberikan kepada
Wajib Pajak:

a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan
subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnva; atau

b. dalam ha. objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar
biasa.

(2) Kondisi tertentu objek pajak ysng ada hubungannya dengan subjek pajak
dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a untuk :

a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:

1) objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang
kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa
bintang gerilya, atau janda dudanya;

2) objek pajak berupa Ilahan pertanian/perkebunan/perikanan/
peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya
orang pribadi yang berpenghasiian rendah;

3) objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi vang penghasilannya
semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaannya sulit dipenuhi;

4) objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan
rendah sehingga kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaannya sulit dipenuhi; dan/atau

5) objek pajak yvang Wajib Pajaknya orang pribadi vang berpenghasilan
rendah yang Nilai Jual Qbjek Pajak per meter perseginya meningkat



)

(2)

akibat perubahan ingkungan dan dampak positif permmbangunan;

b. Wajib Pajak badan meliputi:
objek pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak badan yang
mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak
sebelumnya sebingga tidak depat memenuhi kewajiban rtin;

Kondisi dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang

luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b untuk:

a. Bencana alam yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami,
gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah
longsor;atau

b. Sebab Jain yang luar bhiasa meliputi kebakaran, wabah penyakit
tanamarn, dan/atau wabal hama tanaman.

Pasal 43

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diberikan kepada
Wajib Pajak atas Pajak Bumi den Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD.

terutang yang tercantum dalam SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi.

Pasal S0

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat diberikan:

a. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dalam hal kondisi tertentu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 avat (2) huruf a angka 1);

b. sebesar paling tinggi 75% {tujuh puluk lima persen) dari Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dalam hal kondisi tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2} huruf a angka 2), angka
3), angka 4), dan/atau angka 3), atau Pasal 48 ayat (2) huruf b; atau

¢. sehesar paling tinggi 100% {seratus persen) dari Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan vang terutang dalam hal objek
pajak terkena bencana alam atau sebab Jjain yang luar biasa
sebagaimana dimaksud dalam Fasal 48 ayat (3).

Bagian Kedua
Pengajuan Pengurangan

Pasal 51
Pengurangan sebagaimana dimaksud dalain Pasal S0 dapat diberikan
berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
Permchonan Pengurangan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat diajukan secara:

a. Perseorangan untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan vang terutang yang tercantum dalam SKPD: atau

b. perseorangan atau kolektif untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan yang ferutang yang tercantum dalam SPPT.
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(3]

w

Permohonan Pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat

{2) huruf b dapat diajukan:

a. sebelurn SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a angka 1) dengan Pajak Bumi

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang paling banyak

Rp.500.000,000,00 (lima ratus juta rupiah); atau
b. setelah SPPT diterbitkan dalam hal :

1. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2)
huruf a angka 1) dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan yang ferutang paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiahy;
kondisi tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2)
huruf a angka 2), angka 3}, angka 4), atau angka 5), dengan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang paling
banyak Rp.200.000,00 {dua ratus ribu rupiah); atau
3. objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dengan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang
paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

b

Pasal 52
Pengajuan Pengurangan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 51 ayat (2) huruf a menggunakan formulir sebagaimana tersebut
pada Lampiran X dari Peraturan Bupati ini.

Pengajuan Pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada Pasal
51 ayat (2) huraf b menggunakan formulir sebagaimana tersebut pada

Lampiran X1 dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

Permohonan Pengurangan yang digjukan  secara  perseorangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2} huruf a harus memenuhi

persyaratan :

a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD;

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia  dengan
mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon
disertai alasan yang jelas,

c. diajukan kepada Bupati melalui Dinas;

d. dilampiri fotocopy SPPT dan SKPD yang dimohonkan Pengurangan,;
surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal
Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus
dilampiri dengan surat kuasa bermaterai cukup;

f.  diajukan dalam jangka waktu :

1) 3 {tiga} bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
2) 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD;
3) 1 (satu} bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat

Keputusan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana

alam; atau
4) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang
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(2)

luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa
dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan
di luar keknasaannya;

g. tidak memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang
dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena
bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan

h. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD vang dimohonkan
Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan
Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan
dimaksud tidak digjukan banding.

Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif scbagaimana

dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3} huruf a harus memenuhi persyaratan:

a, 1 {(satu) permchonan untuk beberapa cobjek pajak dengan Tahun Pajak
yang sama;

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan
besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang
jelas;

c. diajukan kepada Bupati melalui Dinas melalui pengurus Legiun Veteran
Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait
lainnya;

d. digjukan paling lambat pada Triwulan pertama Tahun Pajak yang
bersangkutan; dan

e. tidak memiliki tunggekan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan Tahun Pajak sebelumnya atas objek pgjak yang dimohonkan
Pengurangan.

Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan:

a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT dengan Tahun Pajak yang

sama;

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mencantumkan besarnya persentase Pengurangan vang dimohon
disertai alasan yang jelas;

c. diajukan kepada Bupati melalui Dinas, melalui:

1) pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau

pengurus organisasi terkait unftuk pengajuan permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2} huruf ¢ ; atau

2} Datok Penghulu setempat, unfuk pengajuan permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a dan objek
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3} huruf b;

d. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan;
e. diajukan dalam jangka waktu :
1) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
2) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
3) 3 {tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar
biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRI setempat,
pengurus organisasi terkait lainnya, azau Datok Penghulu Kampung,

dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak,
dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;



(2)

f. tidak memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan

g. Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan
Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau
sebab lain yang luar biasa; dan

h. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan Pengurangan.

Pasal 34
Permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan
Pasal 52 dilampiri dengan dolcumen pendukung. -

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk

permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan, dalam hal

objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang

kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang

gerilya, atau janda/dudanya dapat berupa :

a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;

b. fotocopy Kartu Tanda Anggota Veteran, atau fotocopy Surat Keputusan
tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan Gelar
K=hormatan dari petabat yang berwenang;

c. fotocopy bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
d. dokumen pendukung lainnya.
Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1} untuk
permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan, dalam hal
objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/ petermakan
yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang
berpenghasilan rendah dapat berupa :
a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk
b. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa :
1) hasil pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan sangat
terbatas; dan
2) penghasilan Wajib Pajak rendah;
c. fotocopy Kartu Keluarga;
d. fotocopy rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;
e. fotocopy bukii pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan
f.  Tahun Pajak scbelumnya; dan/atau
g. dokumen pendukung lainnya. ‘
Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan, dalam hal
objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya
semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaannya sulit dipenuhi dapat berupa:
a. fotocopy surai keputusan pensiun,
b. fotocopy slip pensiunan atau dokumen sejenis lainnya;
c. fotocopy Kartu Keluarga,
d. fotocopy rekening tagihan Ustrik, air, dan/atau telepon;
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(8)

e. fotocopy bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkctaan Tahun Pajak scbelumnya; dan/atau

f. dokumen pendukung lainnya.

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat {1} untuk

permohonan Wajib Pajak yang diajulan secara perseorangan, dalam hal

objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendabh,

sehingga kewajiban Pajak Buini dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

sulit dipenuhi dapat berupa :

a. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan
Wajib Pajak rendah;

b. fotocopy Kartu Keluarga;

c. fotocopy rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;

d. fotocopy bukti pelunasan Pajakx Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan; dan/atau

e. dokumen pendukung lainnya.

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara persecrangan, dalam hal
objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah
yang Nilai Jual Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat
perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan dapat berupa :

a. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan
Wajib Pajak rendah;

fotocopy SPPT tahun sehelumnya;

fotocopy Kartu Keluarga;

fotocopy rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;

fotocopy bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau

f.  dokumen pendukung lainnya.

Dokumen pendukung sebageimana dimaksud pada ayat (1) unwk Wajib
Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun

Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenubi kewajiban rutin

perusahaannya, dapat berupa :

a. fotocopy laporan keuangan tahun sebelumnya;

b. fotocopy SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelumnya;

c. fotocopy bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau

d. dokumen pendukung lainnya.

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk

permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan dalam hal

objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa,

dapat berupa:

a. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan objek pajaknya
terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;

b. surat keterangan vang mendukung alasan permohonan dari Datok
Penghulu Kampung setempat atau instansi terkalt; dan/atau

¢. dokumen pendukung lainnya.

Dokumen pendukung sebagaimena dimaksud pada ayat (1) untuk
permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh pengurus

o noo T
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Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) atau organisasi terkait lainnya

dapat berupa :

a. fotocopy Kartu Tanda Anggota Veteran tiap-tiap Wajib Pajak;

h. fotocopy bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan tiap-tiap Wajib Pajak Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau

¢. dokumen pendukung lainnya.

(10) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk

permohonan Wajib Pajak vang diajukan secara kolektif oleh Datok Penghulu

- Kampung dapat berupa .

(11)

a. surat keterangan vang mendukung alasan permohonan dari Datok
Penghulu setempat atau instansi terkait;

b. fotocopy bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan tiap-tiap Wajib Pajak Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau

c. dokumen pendukung lainnya.

Dalam hal Wajib Pajak tidak melampitkan dokumen pendukung

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Wajib Pajak tetap

diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

__ Pasal 55
Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas melakukan penelitian atas
permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 untuk
memastikan permohonan Pengurangan telah memenuhi atau tidak
memenuhi persayaratan pengajuan Pengurangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52.
Penelitian atas permohonan permohonan FPengurangan scbagaimana
dimaksud pada ayat (1} dituangkan dalam Lembar Penelitian Persyaratan
Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada :
a. Lampiran XII untuk permohonan Pengurangan yang dianikan secara
perseorangan;
b. Lampiran XII untuk permohonan Pengurangan yang diajukan secara
kolektif sebelum SPPT diterbitkan; dan
c. Lampiran XIV untuk permohonan Pengurangan yang diajukan secara
kolektif setelah SPPT diterbitkan;

Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penolakan

Pasal 56

Apabila kelengkapan dokumen persyaratan permohonan pengurangan yang
diajukan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka
permohonan ditolak.

Apabila terjadi sengketa antara pemohon dengan pihak lain yang ada
hubungannya dengan persyaratan pengurangan maka  pemberian
pengurangan dapat ditangguhkan sampai dengan selesainya sengketa.
Pemberitahuan  tentang permohonan  Pengurangan  tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
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Kepala Dinas dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Permohonan
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tidak

dapat dipertimbangkan dengan menggunakan formulir sebagaimana
dimaksud pada :

a. Lampiran XV untuk permohonan Pengurangan yang diajukan secara

perseqgrangarn,
b. Lampiran XVI untuk permohonan Pengurangan yang digjukan sccara

kolektif sebelum SPPT diterbitkan; dan

c. Lampiran XVII untuk permohonan Pengurangan yang diajukan secara
kolektif setelaly SPFT diterbitkan;

Peraturan Bupati ini.

(1)

(2)

(3)

(3)

Bagian Keempat
Keputusan Pengurangan

Pasal 57

Bupati memberikan keputusan atas permohonan Pengurangan yang
diajukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

Kewenangan pemberian keputusan atas permohonan Pengurangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala
Dinas.

Pelimpahan kewenangan pemberian keputusan atas permohonan
Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} diberikan atas
pengajuan Pengurangan dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan yang terutang paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu

milyar rupiah).

Pasal 58

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 dapat berupa
mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib

Pajalk.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan
hasil pemeriksaan dan penelitian.

Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} tidak dapat lagi mengajukan permohonan Pengurangan untuk
SPPT atau SKPD yang sama. :

Pasal 59
Keputusan Pengurangan ditetapkan berdasarkan hasil vemeriksaan dan
penelitian di kantor dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan
pemeriksaan dan penelitian di lapangan.
Pemeriksaan dan Penelitian di kantor dan lapangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surai tugas yang diterbitkan oleh
Kepala Dinas dengan menggunakan format sebagaimana tersebut pada
Lampiran XVIII Peraturan Bupati ini.
Dalam hal dilakukan pemeriksaan dan penelitian di lapangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas harus’ terlebih  dahulu
memberitahukan secara tertulis mengenai waktu pelaksanaan penelitian di

29



lapangan kepada :

a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara
perscorangan; atau

b, pengurus LVRI atau organisasi terkait lainnya atau Datok Penghulu
dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.

Pemberitahuan pemeriksaan dan penelitian di Lapangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas dengan

menggunakan surat pemberitahuan dengan foermat sebagalinana tersebut

pada Lampiran XIX Peraturan Bupat ini.

Pasal 60

Hasil pemeriksaan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 59
ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan dan penelitian.

Bentuk Laporan Hasil pemeriksaan dan penelitian sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} untuk permohonan pengurangan secara perorangan
sebagaimana tersebut pada Lampiran XX Peraturan Bupati ini.

Bentuk Laporan Hasil pemeriksaan dan penelitian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana
tersebut pada Lampiran XXI Peraturan Bupati ini.

Pasal 61

Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 {tiga)

bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permochonan Pengurangan, harus

memberi suatu keputusan atas permohonan Pengurangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).

Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus memberi suatu keputusan atas

vermohonan Pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 53 ayat (3) setelah SPPT diterbitkan.

Tanggal diterimanya permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah :

a. tanggal terima surat permohonan Pengurangan dalam hal disampaikan
secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada pejabat yang
ditunjuk; atau

b. tanggal tanda pengiriman Surat permohonan Pengurangan, dalam hal
disampaikan melalui pos atau ekspedisi dengan bukti pengiriman surat.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat {1} telah terlampaui

dan keputusan belum diterbitkan, permohonan Pengurangan dianggap

dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib

Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka

waktu dimaksud berakhir.

Dalam hal besarnya persentase Pengurangan yang diajukan dalam
permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi

o

ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 50, besarnya Pengurangan
ditetapkan sebesar persentase paling tinggi sesuai ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50.

Pasal 62

Keputusan Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59
dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
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(1)

Bentuk Keputusan Pengurangan schbegaimana dimaksud dalam avat (1)
untuk pengajuan Pengurangan secara perorangan, yang ditctapkan oleh
Bupati sebagaimana tersebut pada Lampiran XXII Peraturan Bupati ini.
Bentuk Keputusan Pengurangan sebagaimmana dimaksud dalam ayat (1)
untuk pengajuan Pengurangan secara perorangan yang ditetapkan oleh
Kepala Dinas atas nama Bupati sebagaimana tersebut pada Lampiran XXIII
Peraturan Bupati ini. :

Bentuk Kep‘tltusan Pengurarngan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
untuk pengajuan Pengurangan secara kolektif yang ditetapkan oleh Bupati
sebagaimana tersebut pada Lampiran XXIV Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Penghapusan Sanksi Administrasi
dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 63
Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat :

a. mengurangkan. atau menghapuskan sanksi administrasi Pajak berupa
denda dan kenaikan yang dikenalkan karena kekhilafan Wajib Pajak atau

bukan karena kesalahannya;
b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB yang
tidak benar.

Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud
pada avat (1) huruf a dapat dilakukan terhadap sanksi administrasi yang

tercantum dalam :
a. SKPD; atau

b. STPD;
Pengurangan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal terdapat ketidakbenaran atas :

a. luas objek Pajak; dan/atau

b. NJOP.

Pembatalan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila SPPT, SKPD, 3TPD atau SKPDLB

tersebut seharusnya tidak diterbitkan.

Pasal 64

Permochonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a harus
memenuhi persyaratan scbagai berikut :

a. 1 (satu) permohonan untuk 1 {satu) 5KPD atau STPD;

b. diajukan secara tertulis dalam  Bahasa Indonesia  dengan
mencantumkan besamya sanksi administrasi yang dimohonkan
pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung

permohonannya;
Melampirkan fotocopy SKPD atau STPD yang dimohonkan pengurangan
atau penghapusan sanksi administrasi;

EX!



(2)

(3)

d. Wajib Pajak tidak mengajulan keberatan, mengajukan keberatan namun
tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut

keberatannya atas SKPD;

€. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan
namun tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian
mencabut keberatannya atas SPPT atau SKPD yang terkait dengan
dengan STPD;

f. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang
menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi yang tercantum dalam
SKPD atau STPD; dan

g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak cdan dalam hal surat
permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permchonan
tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa.

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang

tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dianggap bukan  sebagai permohonan  sehingga tidak  dapat

dipertimbangkan. ' '

Permohonan yang tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2} diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau

kuasanya disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama !

(satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 65

Permohonan pengurangan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 63 ayat {1} huruf b harus memenuhi persyaratan :

a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB;

b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan

mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan

disertai alasan yang mendukung permchonaunnya;

Melampirkan asli SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB yang dimohonkan

pengurangan;

d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajulcan Keberatan

narnun tidak dipertimbangkan atas SPPT, SKPD atau SKPDLB dalam

hal yang diajukan adalah permohonan pengurangan pada SPPT, SKPD
atau SKPDLB;

Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatap

namun tidak dipertimbangkan atas SPPT atau SKPD yang terkaut

dengan STPD dalam hal yang diajukan adalah permohonan
pengurangan pada STPD;

f.  surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan Fialam hal
surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat
permohonan tersebut harus dilainpiri dengan surat kuasa.

Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya

tersebut, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang tidak mengajukan

keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf d dan huruf e.

Permohonan pengurangan SPPT, 3KPD, STPD atau SKPDLB yang tidak

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap
bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan
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(4)

(7)

Permohonan yang tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diberitahukan secara tortulis kepada Wajib Pajak atau
kuasanya disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1
(satu} bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 66

Pfermohonan pembatalan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB sebagaimana
dunakgud dalam Pasal 63 ayat (1} huruf b diajukan secara perseorangarn,
kecuali untuk SPPT dapat juga diajukan secara kolektif.

P»'ermohonan pembatalan yang diajukan secara. perseorangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB;

b. diajukan secara tertulis dalamm Bahasa Indonesia dengan
mencantumkan alasan yang mendulung permohonannya;

¢. dilampiri asli SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLE vyang dimohonkan
pembatalan; dan

d. surat permchonan ditandatangani oich Wajib Pajak, dan dalam hal
surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat
permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa.

Permohonan pembatalan SPPT yang diajukan sccara kolektf sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan .

a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama
dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp.
200.000,00 (dua ratus ribu rupiahj;

b, diajukan secara tertulis dalam  Bahasa Indonesia  dengan
mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;

c. Melampirkan asli SPPT yang dimohonkan pembatalan; dan

d. diajukan melalui Datok Penghulu setempat.

Permochonan pembatalan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB secara
perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat
dipertimbangkan.

Permohonan yang tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau
kuasanya disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) bulan terhitung sejak permohonan terssbut diterima.

Permohonan pembatalan SPPT secara kolektif yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan sebagai
permohonan sehingga tidad dapat dipertimbangkan.

Permohonan yang tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) diberitahukan secara tertulis kepada Datok Penghulu disertai
alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
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(2)

Pasal 67

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dapat diajukan
oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan
tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
terhitung sejak tanggal pengiriman surat keputusan atas permochonan yang

pertama.

Permohonan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat {3).

Permohonan kedua yang diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat {2}, dianggap bukan sebagai permohonan sehingga
tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya
diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu} bulan terhitung sejak permohonan tersebut

diterima.
Pasal 68

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6
(enam) buan sejak tanggal diterimanya permohonan diterima, harus
memberi suatu keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 63.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
terlampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu
keputusan, permochonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap
dikabulkan dan harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan

yvang diajukan.

Pasal 69

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dapat berupa
mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak permohonan Wajib
Pajak.

Wajib Pajak dapat meminta secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala
Dinas mengenai alasan yang menjadi dasar untuk menolak atau
mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1.
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan keterangan secara tertulis
atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2]

BAB XII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 70

Kelebihan pembayaran Pajak terjadi apabila :
a. pajak yang dibayar ternyata lebth besar dari yang seharusnya terutang;
b. dilakcukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala
Dinas untuk pengembaiian kelebihan peiabayaran pajak.

34




(1)

(1)

(1)

Pasal 71

Permohonar. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2} harus
memenuhi persyaratan:

a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan
mencantumkan besarnya kelebihan perabayaran pajal;

. b. permohonan dilampiri fotokopi SPPT, SKPD, STPD dan bulkti

pembayaran pajak yang sah;

¢. surat permchonan ditandatangani cleh Wajib Pajak atau bukan wajib
pajak;

d. dalam hal ditaﬁdatangani oleh bukan Wajib Pajak' surat permohonan
harus dilampiri dengan surat kuasa untuk :

1) wajib Pajak badan; atau

2) wajib Pajak orang pribadi dengan kelebihan pembayaran Pajak
menurut Wajib Pajak lebih besar dari Rp.200.000,00 (dua ratus ribu
rupiah}; ‘

Bentuk Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana tersebut dalam Lampiran XXV Peraturan Bupati ini.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap
bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 72
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberi keputusan atas permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dalam jangka waktu paling
lama 12 (dus belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat [1) telah
lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberli suatn
keputusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap
dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang
diajukan.
Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan
pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu utang Pajak dimaksud.

Pengembalian kelebihan pembayaran paiak dilakukan dalam waktu paling
lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan

menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak scbagaimana dimaksud
pada ayat (4) dilaksanakan setelah lewat 12 (dua belas) bulan, Bupati
memberikan imbalan denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas
keterlambatan pembayaran Pengembalian kelebihian pembayaran pajak.

Formulir SKPDLB sebagaimana tersebut dalam Lampiran XXVI Peraturan
Bupati ini.

Pasal 73

Pengembalian kelebthan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 72 dilakukan oleh Kepala Dinas dengan menerbitkan SPMKP.
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(2)

(4)

SPMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4} dibuat dalam rangkap 4
(empat) dengan peruntukan sebagai berikut:

a. lLembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk Kas Daerah;
b. Lembar ke-3 untuk Wajib Pajak; dan
¢. Lembar ke-4 untuk arsip Dinas.

SPMKP dibebankan pada akun pendapatan pajak tahun anggaran berjalan
yaitu pada akun yang sama dengan akun pada saat diakuinya pendapatan
pajak semula.

Pasal 74

Berdasarkan SPMKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) Kuasa
Bendahara Umum Kabupaten atas nama Kepala Dinas menerbitkan SP2D

sesuai dengan rekening Wajib Pajak yang bersangkutan,

Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
pemindahbukuan ke rekening wajib pajak bersangkutan sesuai dengan
mekanisme keuangan daerah.

BAB X1Ii
TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 75
Bupati atau Kepala Dinas menunjuk petugas pemeriksa untuk melakukan
pemeriksaan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam
rangka melaksanakan Peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Wajib Pajak atau pihak-pihak yang terkait yang diperiksa wajib:

a. Memperlihatkan, memberikan dan/atau meminjamkan buku atau
catatan dokumen, data atau informasi dan dokumen lain yang
berhubungan dengan objek Pajak;

b. Memberikan kesempatan untuk memasuld tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
dan/atau

¢. Memberikan keterangan yang diperlukan.

Pemeriksaan sederhana kantor dilalkukan dengan membandingkan laporan
Wajib Pajak dengan basis data yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah
sehingga nantinya dapat diterbitkan SKPDKB. SKDLB, dan SKPDN.

Apabila ada perbedaan yang signifikan pada objek pajak antara yang

dilaporkan dengan basis data pajak yang di miliki oleh Pemerintah Daerah,
maka dilakukan pemeriksaan sederhana lapangan.
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BAB XJV
UNSUR SISMIOP PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 76

SISMIOP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terdiri atas 5
{(lima) unsur, yaitu -

o oo ooop

(1)

Nomor Objek Pajak;

Bilok;

Zona Nilai Tanah;

Daftar Biaya Komponen Bangunan; dan
Program komputer.

Pasal 77
Dalam SISMIOP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
setiap obiek pajak diberi NOP sebagai tanda pengenal yang unik, permanen
dan standar.
NOP merupakan identitas bagi setiap objek pajak yang dirancang
memenuhi spesifikasi sebagai berikut:
a. unik, artinya satu objek pajak memperoleh satu NOP dan berbeda
dengan NOP yang diberikan untuk objek pajak lainnys;
b. tetap, artinya NOP yang diberikan kepada setiap objek pajak tidak
berubah dalam jangka waktu relatif lama; dan
c. standar, artinya hanya ada satu sistem pemberian NOP yang berlaku
secara nasional.
NOP merupakan alat yang dapat mengintegrasikan fungsi-fungsi dari
masing-masing sub sistem yang ada dalam SISMIOP dalam rangka
pemungutan pajak.
NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas pada saat
dilakukan pendaftaran dan/atau pendataan objek Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaar.

NOP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan dalam administrasi
perpajakan dan sebagai sarana wajib pajak dalam melaksanakan hak dan

kewajiban perpajakannya.

Pasal 78

Struktur NOP terdiri dari 18 {delapan bclas) digit dengan rincian sebagal berikut:

™o a0 TP

digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode Pemerintah Aceh;

digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode Kabupaten Aceh Tamiang;

digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode kecamatan;

digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode Kampung;

digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode nomor urut blok;

digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode nomor urut objek
pajak;

digit ke-18 merupakan kode tanda khusus.
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Pasal 79

(1) Blok merupakan komponen utama untuk identifikasi objek pajak.

(2)

(3)-

Blok ditetapkan menjadi suatu areal pengelompokkan bidang tanah terkecil
untuk digunakan sebagai petunjuk lokasi objek pajak yang unik can
permanen.

‘Dalam menetapkan batas-batas suatu blok harus memperhatikan sebagai

berikut :

a. berdasarkan suatu karakteristik fisik yang tidak berubah dalam jangka
waktu yang lama;

b. memanfaatkan karakteristik batas geografis permanen yang ada seperti
jalan bebas hambatan, jalan arteri, jalan lokal, jalan kampung, jalan
setapak/lorong/gang rel kereta api, sungai, saluran irigasi, saluran
buangan air hujan (drainase}, kanal, dan lair-lain.

c. tidak melampaui batas kampung dan dusun.

d. Satu blok dirancang untuk dapat menampung lebih kurang 200 objek

pajak atau luas sekitar 15 ha.

Da.am hal tertentu, jumlah objek pajak atau wilayah yang luasnya lebih
kecil atau lebih besar dari ketentuen dalam ayat (3) huruf d tetap
diperbolehkan apabila kondisi setemnpat tidak memungkinkan menerapkan
pembatasan tersebut.

Perubahan wilayah administrasi blok tidak boleh diubah karena kode blok
berkaitan dengan semua informasi yang tersimpan di dalam basis dats
kecuali dalam hal yang luar biasa.

Pasal 80
Perentuan NJOP bumi didasarkan pada nilai pasar dari objek pajak.
Penentuan NJOP bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan
pada ZNT sebagai komponen utama identifikasi nilai objek pajak bumi.
Penentuan batas ZNT mengacu pada batas penguasaan/pemilikan atas
bidang objek pajak.
Penentuan suatu ZNT dapat didasarkan pada tersedianya data pendukung
{data pasar) yang dianggap layak untuk dapat mewakili nilai tanah atas
objek pajak yang ada pada ZNT yang bersangkutan.
Setiap ZNT diberi kode dengan menggunakan kombinasi dua huruf dimulai
dar: AA sampai dengan ZZ.
Aturan pemberian kode pada peta ZNT mengikuti pemberian nomor blok
pada peta Kampung atau NOP pada peta blok (secara spiral).

Pasal 81

NJOF bangunan dihitung berdasarkan bGiaya pembuatan baru untuk
bangunan tersebut dikurangi dengan penjyusutan.

Untuk mempermudah penghitungan NJOP bangunan disusun DBKR, yang
terdiri atas tiga komponen, yaitu kemponen utama, material, dan fasilitas.

DBKB dapat disesuaikan dengan perkembangan harga dan upah yang
berlaku.



Pasal 82

Program komputer merupakan aplikasi komputer yang digunakan untuk dapat
mengolah dan menyajikan basis data SISMIOP yang tersimpan dalam format

digital.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh

Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

Pada tanggal {BlDesember 2013 M
28Shafar 1435 H

Diundangkan di Karang Baru
Pada tanggal :31 Desember 2013 M
28 Shafar 1435 H
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LAMPIRAN I

PERATURAN BU};A’FI ACEH TAMIANG

NOMOR | TAHUN 2013
TANGGAL  : 2" Desember 2013 M
28 Shafar 1435 H
KLASIFIKASE NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI
Klas PengelompokanNilaiJualBumi NilaiJnalOhjekPajak
(Rp/m?2) (Rp/m?)

001 > 67.390.000,00 s.d. 6§9.700.000,00 68.545.000,00
002 > 65.120.000,00 s.d. 67.390.000,00 66.255.000,00
003 > 62.890.000,00 s.d. 65.120.000,00 64.000.000,00
004 > 60.700.000,00 s.d. 62.890.000,00 61.795.000,00
005 > 58.550.000,00 s.d. 60.700.000,00 59.625.000,00
006 > 56.440.000,00 s.d. 58.550.600,00 57.495.000,00
007 > 54.370.000,00 s.d. 56.440.000,00 55.405.000,00 )
008 > 52.340,000,00 s.d. 54.370.000,00 53.355.000.00
009 > 50.350.000,00 s.d. 52.340.000,00 51.345.000,00
010 > 48.400.000,00 s.d. 50.350.000,00 49.375.000,00
011 > 46.490.000,00 s.d. 48.400.000,00 47.445.000,00
012 > 44.620.000,00 s.d. 46.49C.000,00 45.555.000,00
013 > 42.790.000,00 s5.d. 44.620.000,00 43.705.0008.00
014 > 41.000.000,00 s.d. 42.790.000,00 41.895.000,00
015 > 39.250.000,00 s.4. 41.000.000.00 | 40.125.000,00
016 > 37.540.000,00 s.d. 39.250.000,00 | 38.395.000.60
017 > 35.870.000,00 s.d. 57.540.000,00 36.705.000.00
018 > 34.240.000,00 s.d. 25.870.000,00 35.055,000,60 j
019 > 32.650.000,00 s.d. 34.240.000,00 33.445.000,00
020 > 31.100.000,00 s.d. 32.650.000.00 31.875.000,00
021 > 29.590.000,00 s.d. 31.100.000,00 30.345.000,00
022 > 28.120.000,00 s.d. 29.530.000,00 28.855.000,00
023 > 26.690.000,00 s.d. 28.120.000,00 27.405.000,00
024 > 25.300.000,00 s.d. 26.690.000,00 25.995.000,6C
025 > 23.950.000,00 s.d. 25.300.000,00 24.625.000,00
026 > 22.640.000,00 s.d. 23.950.000,00 23.295.000,00
027 > 21.370.000,00 s.d. 22.640.000,00 22.005.000,00
028 > 20.140.000,00 s.d. 21.370.000,00 20.755.000,00
029 > 18.950.000,00 s.d. 20.140.000,00 19.545.000,00
030 > 17.800.000,00 s.d. 18.950.000,00 18.375.000,00
031 > 16.690.000,00 s.d. 17.800.000,00 17.245.000.00
032 > 15.620.000,00 s.d. 16.690.000,00 16.155.000,00
033 > 14.590.000,00 s.d, 15.620.000,00 15.105.000,00
034 > 13.600.000,00 s.d. 14,590.000,00 14.095.000,00
035 > 12.650.000,00 s.d. 13.600.000,00 13.125.000.00
036 > 11.740.000,00 s.d. 12.650.000,06 12.1$5.000,00
037 > 10.870.000,90 s.d. 11.740.000,00 11.305.000,00
038 > 10.040.000,00 s.d. 10.870.000,00 10.455.000,00
039 > 9.250.000,00s.d. 10.040.000,00 9.645.000,00
040 > 8.500.000,00 s.d. 9.250.000,00 8.875.0600,00
041 = 7.790.000,00 s.d. 8.500.000,00 2.145,00350,00
042 > 7.120.000,00 s.d. 7.790.000,00 7.455.000,00
043 > 6.490.000,00 s.d. 7.120.000,00 5.805.000,00
044 > 5.900.000,00 s.d. 6.490.000,00 6.195.000,00
045 > 5.350.000,00 =.d. 5.900.000,00 5.625.000,00
046 > 4.840.000,00 s.d. 5.250.000,00 5.095.000,00
047 > 4,370.000,00 s.d. 4.840.000,00 | 4.605.000,00
048 > 3.940.000,00 s.d. 4.370.000,00 4.155.000,00
Q049 > 3.550.000,00 s.d. 3.940.000,00 3.745.000,00
050 > 3.200.000,00 s.d. 3.550.000,00 3.375.000,00
051 > 3.000.000,00 s.d. 3.200.000,00 3.100.000,00
052 > 2.850.000,00s.d. 3.000.000,00 2.925.000,00
Q53 > 2.708.000,00 s.4. 2.850.000,00 2.779.000,00
054 > 2.573.000,00 s.d. 2.708,000,00 2.640.GC0,00
055 > 2.444.000,00 s.d. 2.573.900,00 2.508.000,00




056 > 2.261.000.00 s.d. 2.444.000,00 2.352.000,00
057 > 2.091.000,00 s.d. 2.261.000,00 2.176.000,00
058 > 1.634.000,00 s.d. 2.091.000,00 2.013.000,00
059 > 1.789.000,00 s.d. 1,934.000,00 1.862.000,00
060 > 1.655.000,00 s.d. 1.789.000,00 1.722.000,00
061 > 1.490.000,00 s.d. 1.655.000,00 1.573.0600,00
062 > 1.341.000,00 s.d. 1.490.000,C0 1.416.000,00
063 > 1.207.000,00 s.d. 1.341.000,00 1.274.000,00
064 > 1,086.900,00 s.d. 1.207.000,00 1.147.000,00
065 > 977.000,00 s.d. 1.086.000,00 1.032.000,00
066 > §55.000,00 s.d. 977.000,00 916.000,00
067 > 748.000,00 s.d. 855.000,00 802.000,00
068 > 655.000,00 s.d. 748.000,00 702.000,00
069 > 573.000,00 s.d. 655.000,00 614.000,00
070 > 501.000,00 s.d. 573.000,00 537.000,00
071 > 426.000,00 s.d. 501,000,00 464.000,00
072 > 362.000,00 s.d. 426.000,00 394.000,00
073 > 308.000,00 s.d. 362.000,00 335.000,00
074 > 262.000,00 s.d. 508.000,00 283.000,00
075 > 223.000,00 s.d. 262.000,00 243.000,00
076 > 178.000,00 s.d. 223.000,00 200.000,00
077 > 142.000,00 s.d. 173.000,00 ~160.000,00
078 > 114.000,00 s.d. 142.000,00 128.000,00
079 > 91.000,00 s.d. 114.000,00 103.000,00
080 > 73.000,00 s.d. 91.000,00 $2.000,00
081 > 55,000,00 s.d. 73.000,00 64.000,00
082 > 41.000,00 s.d. 55.000,00 48.060,00
083 > 31.000,00 s.d. 41.000,00 36.000,60
084 > 23.000,00 s.d. 31.000,00 27.000,00
085 > 17.000,00 s.d. 23.000,00 20.000,00
086 > 12.000,00 s.d. 17.000,00 14.000,00
087 > 8.400,00 s.d. 12.000,00 10,000,060~
088 > 5.900,00 s.d. 8.400,00 7.150,00
089 > 4.100,00 s.d. 5.960,00 5.000,00
090 > 2.900,00 s.d. 4.100,00 3.500,00
091 > 5.000,00 s.d. 2.900,00 2.450,00
092 3 1.4C0,00 s.d. 2.000,00 1.700,00
093 > 1.050.00 s.d. 1,400,060 1,200,090
004 > 760,00 s.d. 1.050,00 910,00
095 > 550.00 s.d, 760,00 660,00
096 > 410.00 s.d, 550,00 430,00
097 > 310,00 s.d. 410,00 350,00
098 > 240,00 s.d. 310,00 270,00
Q9% >170,00 s.d. 240,00 200,60
100 < 170,00 140,00
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15.250.000,00

001

002 > 13.600.000,00 s.d. 14.700.000,00 14.150.000,00

003 > 12.550,000,00 s.d. 13.600.000,00 13.075.000,00

004 > 11.550.000,00 s.d. 12.550.000,00 12.050.000,00 =
005 > 10.600.000,00 s.d. 11.550.000,00 11.075.000,00 :
006 > 9.700.000,00 s.d. 10.600.000,00 10.150.000,00

007 > 8.850.000,00 s.d. 9.700.000,00 9.275.000,00

008 > 8.050,£00,00 s.4. 8.850.000,00 8.450.000,00

009 > 7.300.000.00 s.d. 8.050.000,00 7.675.000,00

010 > 6.600.060,00 5.4, 7.300.000,00 6.950.000,00

011 > 5.850.000,00 s.d. 6.600.000,00 6.225.000,00

012 > 5.150.000.00 s.d. 5.850.000,00 5.500.000,00 '
013 > 4.500.000,00 s.d. 5.150.000,00 4,825.000,00

014 > 3.900.000,00 s.d. 4.500.000,00 1.200.000,00

015 > 3.350.000,00 s.d. 3.900.000,00 3.625.000,00

Q16 > 2.850.000,00 5.d. 3.350.000,00 3.:00.000,00 ,
017 > 2.400.000,00 s.d. 2.850.000,00 2.625.000,00 !
018 > 2.000.000,00 s.d. 2.400.000,00 2.200.000,60

019 > 1.666.000,00 s.d. 2.000.000,00 1.833.000,00

020 > 1.366.000,00 s.d. 1.666.000,00 1.516.000,00

021 > 1.034.000,00 s.d. 1.366.000,00 1,260.000,00

022 > 902.000,00 s.d. 1.034.000,00 968.000,00

023 > 744.,000,00 s.d. 902.000,00 $23.000,00

024 > 656.000,00 s.d. 744.000,00 700.000,00

025 > 534.000,00 s.d. 656.000,00 595.000,00

026 > 476.000,00 s.d. 534.000,00 505.000,00

027 > 382.000,00 s.d. 476.000,00 429.000,00

028 > 348.000,00 s.d. 382.000,00 365.000,00

029 > 272.000,00 s.d. 348.000,00 310.000,00

030 > 256,000,00 s.d. 272.000,00 264.000,00

031 > 194.000,00 s.d. 256.000,00 225.000,00

032 > 188.000,00 s.d. 194.000,00 191.000,00

033 > 136.000,00 s.d. 188.000,00 162.000,00

034 > 128.000,00 s.d. 136.000,00 i 132.000,00

035 > 104.,000,00 s.d. 128.000,00 116.000,00

036 > 92.000,00 s.d. 104.000,00 $8.000,00

037 > 74.000,00 s.d. 92.000,00 83.000,00

038 >~ 6&.000,00 s.d. 74.000,00 71.000,00

039 > 52.000,00 s.d. 68.000,00 %0.000,00

040 % 52.000,00 50.000,00

Y TADRIIANG,




LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
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Saya menyatakan bahwa informati yang telah saya bankan dalam forrulir int tarmasuk tampirannya adelah banar, jslas dan
lengkap memurut keadaan yang sebensmya, sesual dangen Pasal 9 ayat {2) Undang-Undarg No.:42 Tahun 1985,

£5. NAMA SUBJEK PAJAK/ 27. TANGGAL 28 TANDA TANGAN
KUASANYA

- Delam hal berindak selaku kuasa, Surat kuasa hatap dilampirkan
- Dalam hat Subisk Pajek mendaftarkan sendiri Chjek Pajak. supaya menggembarkan Sket/Donah Lokasi Objok Pajak
- Batas wakiu pengembalian SFOP J0 {tiga pulun) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak sesuai Pasat i1 ayal (2) UU Mo, 12 Tahun 1365

AT YAN

Ll i

SKET/DENAH LOKASI CBJEK PAJAK

Contoh Penggambamn

- Gambarkan sket/denah lokasi objek pajak {tanpa skala), | i
yang dihubungkan dengan jalan rayafa'an protoksi, jzlan .
lingkungan dan laindain yang mudah diketahui olsh umum, JI Keringi

KETERANGAN :

- Sebutkan batas-batas psmilikan sebelah utara, selatan,
timur dan barat,




LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

5 JNS PENGGUNAAN [ ]1. Perumahan
BANGUNAN

[]7. Hotelrwigma []8. Bengkel/Gudang/Pertanian  [_]9. Gedung Pemerintah
E[w. Lairlain [:_-]1 1. Bng Tidak Kena Pajak [:|12. Bangunan Parkir
[113. Apartemen []14. Pompa Bensin [T]15. Tangki tinyak

[]2. Perkantoran Swasta

[Ta. TokaiApotiiPasarRuko  []5. Rumah Sakitiinik

[[}16. Gedung Sekolah

12, Pabiik

i

[ ]5. Otah Raga/Rekreasi

6. LUAS BANGUNAN TUMARLANTA [TT]
{M2)
8. THN DIBANGUN
9. THN OIRENOVAS! 0.oaALSTRIK - T T 1 T T LT 1]
TERPASANG (WATT)
1. KONDISI PADA [ _]1. Sangat []2. Baik [_13. Sedang 74, Jelek
UMUMNYA Baik
12.KONSTRUKSt [ |1 Bafa []2. Beton [13 BamBan  [_]d Kayu
13 ATAP [J1 Oecrabory [ 7]2. GtgBetory [ ]3.GgBiasay [ |4 Asbes [ |5 Seng
Beton/ Aluminiurm Sirap
Gtg Glazur
14. DINDING [T Kaca/ [T]2. Beton [J3BawBatw [Jaxapm  []5 Seng
Aluminium Conbink
[[76. Tidak ada
15, LANTAI [Jt.Mamer  [[2.Keramik [ [3.Toraso  [_J4.UbnPC []5. Semen
16. LANGIT-LANGIT  []1. Akustik/ [[]2. TrpleiAsbes [_|3. Tidak ada
Jati Bambuy

- -ﬁsﬁ

17, JUMLAH AC [CT st [T Jwindow 18, ACSentral [ ]1.Ada [ (]2 Tidak Ada
19.LUASKOLAM [T T 1 20, LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2)
RENANG (M2) Ririgan Beral
[ ] Diploster {32 Dengan
Pelapis T T T ]sedang[ T T [ | lDengan Penutup
Lantai
21. JUMLAH DGN LAMPU TNP LAMPU 22, JUMLAR LIFT 23. JUMLAK TANGGA
LAPANGAN [T [Beton _|Psmmpang BERJALAN
TENIS
T JAspal ] [T IKapsul WrzosomMm [
Tanshliay [ ] ] [ |earang Lbr>080M [ ]
Rumput
24, PANJANG (T 11 25. PEMADAM [ ]1. Hydrant [ |1 Ada[_[2 Tidak Ada
PAGAR (M} KEBAKARAN
[J2 spenkier [_]1.aca[_ |2 Tidak Ada
A 1. Baja/Basi 2. Bata/Batako
aanpacar [t e [] [[3. Fire Al [ J1.ada[ |2 Tidok Ada
26, MLSALURSN [T [ 11 27 KEDALAMAN SUMUR [T 1]
PES. PABX ARTETIS (M)




DPABRIKJ’BENGKEUGUDANC:"PERTAMAN (JPB = 3/8)

28, TINGGI KOLOM (M)

31, KELILING
CINDING (M}

30. DAYA DUKUNG
LANTAI {Kg/M2)

| ] PERKANTORAN SWASTNGEDUJ‘\G PEM‘RINTA

40, JUMLAH BINTANG
41, JUMLAH KAMAR

AC SENTRAL (M2}

[ ]TANGKI MINYAK (JPB = 15)
49, KAPASITAS TANGKI
(M2)

GEDUNG SEKOLAH (JPB = 16)
51.KELAS BANGUNAN [ ]1. Keles 1

[_-_]Kolas

[ ]

et Ll

52. NILAI SISTEM

PETUGAS PENDATA

84, TGL KUNJUNGAN [ ] [
KEMBALI

5. TGL PENDATAAN [ [ 1 | NN

56. TANDA TANGAN

57. NAMA JELAS

58. NIP

20.LEBARBENTANG (M) [ [ ]

i JPB:QIQ} LNAN]

33. KELAS BANGUNAN  [T]1. Kelas 1 2. Xelas 2 [[]3. Kelas 3 [C]4. Ketas 4
[JTOKG 1 APOTIK / PASAR / RUKO (JPB = 4)

34 KELAS BANGUNAN [ 1. Kelas 1 [z Kelss 2 713 Kafas 3 [ 14, Kalas 4
[_JRUMAH SAKIT / KLINIK (JPB = §)

35.KELAS BANGUNAN  []1. Kelas 1 [J2. Kolas 2 [ ]3. Kelas 3 [4. Kelas 4

36. LUAS KMR DNG CLLLL] ILSRUANGLAINDNG [ [T 1]

AC SENTRAL (M2) AC SENTRAL (M2)

[CJoLAH RAGA / REKREAS! (JP3 = 6)

35. KELAS BANGUNAN [ ]1.Kelas 1 [C]2 Kales 2
[(JHOTELMISMA (JPB = 7)

39, JENIS HOTEL I"]1. NpreResort [[12. Resort

DLBintangS DZ. Sintang 4 D&Bintang:ﬁ D4.Bintang1-2 Ds Hon Bintang

AC SENTRAL (M) AC SENTRAL (M2}
[TJBANGUNAN PARKIR (JPB = 13}
44.TIPE BANGUNAN 1.Tipe 4 [TJ2 Tipe 8 [J3. Tipe 2 ] Tipe 1
[CJAPARTEMEN (P8 = 13)
45 KELAS BANGUNAN  [[]1. Kefas 1 [Joxemaz  [J3.Kelas3 [ Jd Kelss4

46, JUMLAH APARTEMEN [ [ T [ | Je7.Luaskmroen [ | [ 1 Tss.1sruanctamone [ [ ] ||

AC SENTRAL (M2

TTT T T 50LETAK TANSKI

LT s2wvssmezzanme [ T

{M2)

43 LSRUANGLAINDNG [ [ | [ |

AC SENTRAL (M2}

D‘l. Di Atas D2. Di Bawah
Tanah Tanah
2
ss.nLatNDIVIDUAL [T T T T T TTT]

YANG BERWENANG . -
MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG

sg. TeLPENELITIAN [ [ [ T [ T T T 1
50. TANDA TANGAN

57. NAMA JELAS

£8. NIP HEERRERNE




B. PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMEERITARUAN OBJEK PAJAK

PERHATIAN - Isilah formulir ini dengan benar, lengkap dan gunakan
huraf balok.
- Pengisian ‘huruf’ dimulai dari kotak awal.
- Pengisian ‘angka’ dimulai dari kotak akhir secara berurutan
dengan angka terakhir dz ri kanan ke iri.

No. Formulir : Diisi oleh petugas
KANTOR DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN : Diisi oleh petugas
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JENIS TRANSAKSI : Diisi oleh petugas
NOP : Diisi oleh petugas
NOP BERSAMA : Diisi oleh petugas
A. INFORMASI TAMBAHAN ONTUK DATA BARU

NOP ASAL . Diisi oleh petugas

NO SPPT LAMA : Diist oleh petugas

B. DATA LETAK OBJEK PAJAK
NAMA JALAN : Isilah dengan nama alamat objek pajak.
Gunakan singkatan sebagai berikut :

JL untuk Jalan KAV  untuk Kavling GG untuk Gang

BJ untuk Banjar KO untuk Komplek KP  untuk Kampung
DS untuk Dusun SB untuk Subak LK  untuk Lingkungan
BLK untuk Belakang DLM  untuk Dalam UJ  untuk Upung
BLOK/KAV/NOMOR . Isilah dengan Nomor, Blok, Kaveling.

Contoh Pengisian NAMA JALAN - BLOE/KAV/NOMOR

NAMA JALAN BLOK/KAV/NOMOR
JL HR RASUNA SAID KAV B7

JL SRIWIJAYA TV 10

JL LABU GG IIL 15

GG AYUB 28

KP RAMBUTAN BLOK C1-22

JL CEMPAKA PUTIH ELOK BLX BLOK DI-15

C. DATA SUBJEK PAJAK
STATUS - Berilah tanda silang (X} sesuai dengan keadaan yang

sebenarnya pada saat formulir diisi.

PEKERJAAN . Berilah tanda silang (X) pada butir 1 (PNS), 2(ABRI),
3(Pensiunan) jika penghasilan subjek pajak semata-mata
berasal dari gaji atay wang pensiun. Butir 4 (Badan)
diberi tanda silang (X) jika objek pajak tersebut milik
Badan atau Pemeriniah. Butir 5 (Lainuya) diberi tanda
silang (X) jika subjek pajak adalah PNS, ABRI, Pensiunan
yang mempunyai penghasilan lain diluar gaji ataw uang
pensiunan, dan pekerjaan lainnya selain PNS, ABRI dan

Pensitnan.




NAMA SUBJEK PAJAK

NAMA JAL AN
KELURAHAN/DESA

RW/RT

KABUPATEN/KOTA
MADYA — KODE POS

NOMOR KTP

D. DATA TANAH
LUAS TANAH

ZONA NILAI TANAH
JENIS TANAH

E. DATA BANGUNAN
JUMLAH BANGUNAN

F. DATA BANGUNAN

: Isilah dengan lengkap. Gelar, titel, pangkat dan yang

sejenis, penulisannya disingkat di belakang nama subjek
pajak setelak koma diberi jarak satu spasi dan diakhiri
dengan titik.

Conioh : ALL H.

SUWARNC, JEND.
JOHANNES, PROF.DR.IR.SH.

: Isilah dengan Nomor Pokek Wajib Pajak (NPWP). Jika

objek pajak milik perorangan maka NFPWP yang
dicantumkan adalah NPWP Perseorangan.

: Isilah dengan nama jalan/alamat subjek pajak sesuai

petunjuk huruf B.

1 Isilah dengan nama kelurahar/desa dimana subjek pajak

bertempat tinggal.

: Isilah dengan nama RW/RT dimana subjek pajak
bertempat tinggal.

: Isilah dengar. nama Kabupaten fkodya dan nomor kode
pos dimana subjek pajak bertempat tinggal,

. Isilah dengan Nomor KTP dari subjek pajak
perseorangan.

Isilah  dengen luas tenah  objek pajak  yang
dimiliki/dimanfaatkan (dalam meter persegi) sesual
dengan petunjuk pengisian angka.

: Diisi oleh perugas.

: Berilah tanda silang (X} sesuai dengan pemanfaatan
tanah, pada Kolom yang tersedia.

: Isilah dengan jumlah bangunan yang ada pada objek
pajak (bidang tanah) yang bersangkutan. Setiap
bargunan, adanya harus dirinci ke dalam satu lampiran

SPOP.

NAMA SUBJEK PAJAK/KUASANYA, TANGGAL,

TANDATANGAN

. Isilah di atas masing-masing garis yang disediakan.

G. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG

Diist oleh perugas.




SKET/DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

- Diisi/digambar oleh Subjek Pajak jika subjek pajuk mgn;?qﬂarkan objek pajaknya.

- Apabila kegiatan pendataan dilakuban oleh Direktorat Jenderal Pajak, Sket/Denah
Lokasi objek pajak sidak perlu diisi / digambar.

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN SPOP UNTUK SUBJEK PAJAK

Jenis Transaksi
NOP

Jumlah Bangunan
Bangunan Ke

ralbadi e

A. RINCIAN DATA BANGUNAN
5. Jenis Penggunaan Bangunan
(JPB)

"6. Luas Bangunan

Jumlah Lantai
Tahun Dibangun
Tahuvn Direnovasi
. Daya Listrik Terpasang/watt
. Kondisi Pada Umumnya
. Kontruksi
. Atap

= = 0 90 =

—

e
L5

14. Dinding
15. Lantai
16. Langit-langit

B. FASILITAS
17. Jumlah AC
18. AC Central

Diisi oleh petugas

. Diisi oleh petugas

Diisi oleh petugas
Diisi olch petugas

. Berilah tanda silang (x) sesuai dengan pemanfaatan

bangunan saat ini. Apabila penggunaan satu bagunan
lebih dari satu jenis, masing-masing penggunaan
bangunan 1 (sate) lembar lampiran SPOP sesuai dengan
JPB-nya.

Contoh ;

- Lantai basement untuk parker (JPB=12)
- Lantai 1-6 untuk perkantoran (JPB=2)
-~ Lantai 7 dan seterusnya untuk apartemen (IPB=13)

Isilah jumlah [uas lantai bangunan termasuk teras,
balkon dan bangunan tambahan lainnya.

Isilah jumlah lantai vang ada.

Cukup jelas.

Isilah dengan tahun terakhir yang direnovasi.

[silah daya listrik sesuai yang tertera dalam rekening.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Berilah tanda silang (x) sesuai dengan bahan yang

digunakan. Jika bahan yang digunakan lebih dari satu

jenis, pilib/cantumkan bahan yang utama/dominan.
Berilah tanda silang (x)} sesuai dengan bahan yang
digunakan, Jika bahan yang digunakan lebih dari satu
jenis, pilih/cantumkan baban yang utama/dominan.
Berilah tanda silang (x) sesuai dengan bakan yang

digunakan. Jika baban yang digunakan lebih dari satu

jenis, pilib/cantumkan bahan yang utama/dominan.
Berilah tanda silang (x) sesuai dengan bahan yang
digunakan. Jika bahan yang digunakan lebih dari satu
jenis, pilit/canturakan bahan yang utama/dominan.

Cukup Jelas.
Cukup Jelas.



19. Luas kolam renang

Cukup jelas.

20. Luas perkerasan halama: : Isilah luas perkerasan halaman sesuai dengan typenya.

- Kontruksi ringan :
Tebal rata-rata 6 om, biasanya menggunakan beton
ringan.

- Kontrukst sedang :
Tebal rata-rata 10 ¢m, untuk parkir mobil pribadi,
biasanya menggunakan beton, aspal atau paving
block.

- Kontruksi berat :
Tebal rata-rata lebih dari 10 om, menggunakan
beton dilapis aspal, untuk halaman pabrik / industry.
- Penutup lantai misalnya : dengan keramik dii.

21. Jumlah lapangan tennis : Cukup Jelas.
22. Jumlah lift : Cukup Jelas.
23. Jumlah tangga berjalan : Cukup Jelas.

24. Panjang pagar, bahan pagar : Cukup Jelas.

25. Pemadam kebakaran

Cukup Jelas.

26. Jumlah/sal.pesawat PABX  : Isilah sesuai dengan jumlah saluran telepon (extension)

yang dihubungkan dengan PABX.

27. Kedalaman sumur artesis : Cukup Jelas.

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN SPOP

(UNTUK PETUGAS)

. RINCIAN DATA BANGUNANM  : diisi wajib pajak.

. FASILITAS

+ diisi wajib pajak.

. DATA TAMBAHAN UNTUK (JPB=3/3)

28. Tinggi kolom
29. Lebar bentang

Contoh_;

-1

{ i
] 1

lebar bentang

diisi dengan tinggi kolom bangunan
. diisi dengan lebar bentang bangunan

tinggi kolom

_!_.__|_

lebar bentang

30. Daya dukung lantai
31. Keliling dinding
32. Luas Mezzanine

diisi daya dukung lantai
keliling dinding = 2 x (panjang + lebar)

. Mezzanine atau lantai antara, adalah lantai tambahan
yang terletak di dalam bangunan dengan ketinggian 2 -3



m dari lantai, dan biasanya digunakan untuk kantor atau

tempat penyimpanan barang.

AQ/\}_ Mezzanine

D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON STANDARD PERKANTORAN

SWASTA/GEDUNG PEMERINTAH (JPB=2/9)
33. Kelas bangunan > diisi kelas bangunan

TOKO/APOTIK/PASAR/RUKO (JPB = 4)
34, Kelas bangunan : diist kelas bangunan

RUMAH SAKIT/KLINIX (JPB = 5)

35. Kelas bangunan : diisi kelas bangunan

36. Luas Kamar dengan AC Sentral . Untuk mendapatkan luas, caranya dengan
mengalikan jumiah kamar dengan luas sesuai type
masing-masing.

37. Luas Ruangan Lain

dengan AC Sentral : Diisi dengan luas ruangan selain kamar, termasuk
ruang kantor dan ruangan - ruangan vang lain.

OLAH RAGA/REXREASI (JPB = 6)
38. Kelas bangunan : duisi kelas bangunan

HOTEL/RESTORAN/WISMA (JPB =T)
39. Jenis hotel : Non Resort adalah jenis hotel yang biasanya

terdapat di dalam kota dan aktivitas penghuni
umumnya dalam rangka bisnis.
Contoh : Hotel Indonesia — Jakarta, Hotel
Simpang — Surabaya, Hotel Tiara —
Medan.

Resort adalah jenis hotel yang lokasinya di daerah-

daerah tempat wisata dan aktivitas penghuninya

adalah dalam rangka liburan.

Contoh : Hotel Nusa Dua — Bali, Hotel Parapat —
Danau Toba, Hotel Senggigi ~ Lombok.

40. Jumlab Bintang : Diisi sesuai dengan klasifikasi hotel bangunan
41, Jumlah Kamar : Diisi dengan jurnlah sefuruh kamar dari semua
type.

42. Luas Kamar dengan AC Sentral : Untuk mendapatkan luas, caranya dengan
mengalikan jumlah kamar dengan [uas sesuai type

masing-masing. Ukuran kamar umumnya standard.
43. Luas Ruangan Lain



dengan AC Sentral : Diisi dengan Juas ruangan selain kamar, termasuk
ruang pertemuan, lobby dan restaurant,

BANGUNAN PARKIR (JPB = 12)
44. Type bangunan : diisi type bangunan

APARTEMEN/KONDOMINI{UM (JPB = 13)

43. Kelas bangunan : diisi kelas bangunan

46. Jumlah Apartemen : diisi sesual dengan jumlah unit-unit apartemen
yang ada (bukan jumlah gedung).

47. Luas Aparteraen

Dengan AC Sentral : Untuk mendapatkan luas, caranya dengan

mengalikan jurnlah unit apartemen dengan luas
sesuai type masing-masing. Ukuran unit apartemen
umunya standard.

48. Luas Ruangan Lain
Dengan AC Sentral : Diisi dengan luas ruangan selain kamar, termasuk

mang pertermian, lobby dan restaurant.

TANGKI MINYAK (JPB = 15)

49. Kapasitas Tangki : Diisi sesuai dengan kapasitas tangki yang ada.
(pengisian kapasitas agar disesuaikan dengan
keadaan di lapangan),

50. Letak Tangki : Cukup jelas,

GEDUNG SEKQOLAH (JPB = 16)
51. Kelas bangunan : diisi kelas bangunan

E. PENILAIAN INDIVIDUAL

52. Nilai Sistem : Nilaj hasil perhitungan komputer
53. Nilai Individual : Kolom ini diisi untuk objek pajak vang dinilainya
dihitung dengan menggunakan penilajan individual,

F.IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG

Nomor 54 s/d 62 : Cukup jelas.




LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 21 TAHUN 2013

TANGGAL

%1 Desember 2G13 M

28 Shafar 1435 H

BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DINAS PENDAPATAN FENGELOLAAN KEUANGAN AN ASET
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAHAN ACEH TAMLANG
JL IR H  FIANTA NO §9 - KARANG BARU ACEH TAMIANG
TELEPORY (0641}, FAX (0641)

SPPT PES

HANYA UNTUR KEPENTINGAN PAJAK BUKAN
MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIK AN HAK

. SUKAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG AKUN
PAJAK BUMIDAN BANGUNAN TAHUN

PBB yang Terhutang

NOP:
LETAK OBJIEK PAJAK NAMA DAN ALAMAT WAIJIB PAJAK
i i
L& BE
i £
i 5 =
OBRJEK PAJAK LUAS (ngf p) % TOTAL NJOP (Rp}
v;g; g
f w4
i %" :
£ : L sckgsdh” %
§= T #@m‘;zafn.-u;';;‘;:ﬂyﬂu: ¥
-f o ‘\' 3
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBR = e M ] ?
NJOPTKP (NJOP Tidak Kera Paj3 ﬁf;’?x %}J’"W sl I
NJOP untuk penghitungan PBB ¢ AE S FEET 0 FTE B 281

PAJAK BUMI DAN BANGIUNAN YANG HARUS DIBAY AR (Rp)

TGL. JATUH TEMPO CEPALA
TEMPAT PEMBAYARAN
NAMA WP ; Diterima tgl
Letak Objek Pajak  : Kecamatan Tanda Tangan :
Kampung/Kelur
afan { e e
NOP : Nama Terang
SPPT Tahun/Rp




Nama Petugas : Tanda Tangan Petugas

Diserahkan ke Wajib Pajak tanzgal :

10.

1

iz,

13.

PERHATIAN

Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang merugikan (coretan, tip-ex dan lain-lain}

Wajib Pajak dapat menghubungi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Kabupaten Aceh Tamiang,

Pajak yang terutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnva 6 (enam) bulan

sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) oleh Wajib

Pajak.

Pajak yang terutang hanva dapat dibayar pada tempat pembayaran yang ditentukan

pada SPPT ini.

Bukt Pelunasan Pembayaran PPB yaog sah adaluh -

a) Surat Tanda Terima Setorac  {STTS) untuk pembayaran sccara langsung atau
metalui petugas pectungut,

b) Struk ATM/bukti penbayaran lain dard Bank TP Elelaronik hagi pembayaran
pajak secara elekironik.

Apabila pembayaran Pajak dilaksarakan dengan transfer/pemindahbukuan/

pengiviman vang melalui bank/kantor pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak,

Nomor Objek Pajak, NP'WP dan Kode Akun.

Pajak yang terutang yang tidak dibayar pada tanggal jetuh tempo, dikenakae sanksi

sebagai berilaut :

a) sanksi administratif 2% sebuian dari jumiah pajak yang terutang yang tidak
Cibayar, dan

b) ditagih dengan STPD dan dalam hal STPD tidak dilunasi, diianjutkan dengan
surat paksa berdasarkan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

Keberatan atas jumlah pajak yang terutang pada SPPT ini dapat diajukan kepada

Bupati atan Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 3 {tiga) bulan sejak tanggal

diterimanya SPPT ini. :

Permohonan peagurangzn Pajak vang disebabkan karena kondisi tertentu objek

pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak daw/atau karena sebab-sebab

tertentu lainnya harus diajukan paling lambat 3 (tiga) butan terhitung sejak :

a) diterimanya SPPT ini;

b) terjadinya bencana akam atau sebab-sebab lain yang luar biasa

Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang jika Wajib Pajak dapat

membuktikan bahwa ha! tersebut diluar kekuasaannya.

Pengajuan Keberatan, Banding dan Pengurangan tidak menunda kewajiban

membayar Pajak,

Apabila objek pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruh  atau

sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Kabupaten Aceh Tamiang.

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 dan SPPT ini dapat dipergunakan sebagai

dasar pengenaan Sea Perolehan Hak Atas Tonah atau Bangunan scsuai dengan

ketentuan Pasat 77 ayat (4) Undang-Undang No. 28 tahun 2009 dan Qanun Nomor

2 tahun 2013 tentang PBB-P2.

Apabila tanggal jatch tempo terivlis tenggal ©

a) 11 Okaober, maka Sulan 1 setelah tangeal jatuh tempo adalah tanggal 1
November s/d 30 November; bulaa [1 adalah tanggal | Desember dst.

b} 10 Oktober, maka bulan [ setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggat 11
Oktober s/d 10 Noverber; bulan [l adalah tanggal 11 November sfi |

Desember, dst.

.

MINTA DAN SIMPANLAH SSPD ATAU STRUK ATM/BUKTI PEMBAYARAN LAINNYA

DARITP ELEKTRONIK SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PRRB-I2

S \lptoe;
i




LAMPIRAN V

PERATURAN EUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR 21 TAHUN 2013
TANGGAL 31 Desember 2013 M
28 Shafar 1435 H
BENTUK FORMULIR SBURAT KETETAPAN PAJAK DAERAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DINAS PENDAPATAN PEMGELOLAAN KEUAMNGAN DAN ASET
KOMPLEK PERKANTORANMN PEMERINTAHAN ACEH TAMIANG
JL. IR H. JUANDA NO 65 - KARANG BARU ACEH TAMIANG
TELEPON (0641) . FaX, (0641)
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
Nomeor : Tahun Pajak
Tanggal Penerbitan : AKUN
Letalk Objek Paiak Namadan alamat Wajib Pajak
Alamat Nama
Desa/Kelurahan V Alamat
Kecamatan Kabupaten/Kota"
Kabupaten : Aceh Tamiang  Kode Pos: KeodePos
NOP NPWP
| Data Objek Pajak 2
| OBJEK PAJAK LUAS (m” KELAS WIOP PER nt’ (Rp) NJOP (Rp)
Bumi
Bangunan
Bumi Bersama
Bangunan Bersama
Totai NIOP | Rp.
Perhitungan Pajak yang terutang _
1. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (Total NJOP) Rp. |
2. Wilat Juai Objek Pajak Tidax Kena Pajak (NJOPTK) Rp.
3. NJOP untuk penghituagan PBB (angka i — angka 2) Rp. _
4. Persentase Nilai Fual Kena Pajak (NJKP) %%
5. NIKP (angka 3 X angka 4) Rp.
6. &.a, PBB yang terutang (Tarif .... % x angka 5) Rp.
6.b. Pengenaan Khusus RS Swasta/PTS/Investasi Wilayah Tertentu' ( ...% angka 5.2) | Rp.
7. PBB yang harus dibayar (angka 6.5 atau angka 6.b) Rp.
8. Pokof/Tumlah’ PEB yang masih harus dibayar Rp. i
9. Jumlah yang masih harus dibayar (angka § + angka 9) Rp.
TOIDITATIE £ 1ovoveveersesenassensiemtieet e sectraresmnss e seesebd o0 10s 54800 SRS 28478 28481 H L H b £000 TP TS 422410 S E L1 AL S h e ER R ATt
Tanggal Jatuh Tempo : an. Bupati Aceh Tamiang
Kepala DPPKA
Tempat Pembayatan Kabupaten Aceh Tamiang
1y Coretyangtidakperlu e et s
2} Hamye diisi uans SKPD yang ditsrbitkan berdssarkan Pasal 11 NIP.
ayat (2) huruf a Perda Mo, 3 Tehun 2012 tentang PRB.P2




Lampiran : SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (3KPD)
PAJAK. BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

Nomor
Tahun Pajak

Tanggal Penerbitan
Tanggal Jatuh Tempo :

Nama Wajib Pajak

NPWP
NOP :
Perhitungan Pajak vang terutang
Jumdah Rupiah Menurut
No Uraian Wajib Pajak/ Fiskus/
Ketetapan Keputusan
(1) (2} (3) (4)
1 | Luas Bumi m* me
2 | Luas Bangunan m’ m’
3 | Luas Bumi Bersama m’ m"
4 | Luas Bangunan Bersama m m’
5 | NIOP Bumi per m” (Kelas ... /Kelus ...)"” Rp. Rp.
6 | NJOP Bangunan per m” (Kelas ... Kelas..)” Rp. Rp.
7 | NJOP Bumi Bersama per m” (Kelas ... /Keles ..)" Rp. Rp.
8 | NJOP Bangunan Bersama perm (Kelas ... /Kelas ..} Rp. Rp.
9 | NJOP Bumi (angka 1 x angka 5) Rp. Rp.
10 | NJOP Bangunan (angka 2 x angka 6) Rp. Rp.
11 | NJOP Bumi Bersama {angka 3 x acgka 7} Rp. Rp.
12 | NJOP Bangunan Bersama (angka 4 x angka &) Rp. Rp.
13 | NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (angka 9 + angka 10 + angka | Rp. Rp.
1+ angka 12)
14 | Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Rp. Rp.
15 | NJOP untuk penghitungan PEB (angka 13 - angka 14) Rp. Rp.
16 | Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKF) % %
17 | NJKP (angka 15 x angka 16) Rp. Rp.
18 | 18.a | PBB yang terutang (Tarif ..... % X angka 17) Rp. Rp.
18.b | Pengenaan khusus RS Swasta/PTS/Investasi Wilayah Rp. Rp.
Tertentu ¥ { ...% x angka 18.2)
19 | PBB yang barus dibayar (angka !8.a atau angka 18.b)
20 | Jumlah Pokok PBB yang masih harus dibzyar (angka 19 kolom
(4) - angka 19 kolom (3) )

TRIDILAIIG ¢ ovrvveorvseeseeseeesers o cammm s st bd oot b B80T R

1) Diisi dengan Kelas NJOP/m’ sesvai koiom (3) / Kelas NJOP/m? sesuai kolom (4)
2} Coret yang tidak pertu




LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 21 TAHUN 2013
TANGGAL :_3]_Desember 2013 M
28 Shafar 1435 H
BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)
, PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG LEMBAR 1 4‘
4 '- DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET ) f
KOMPLEK PERKANTCRAN PEMERINTAHAN ACEH TAMIANG ok PayEor
JL. IR H. JUANDA NO 69— KARANG BARU ACEH TAMIANG omboyaran |

TELEPON (0641)

, FAX, (0641)

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (55PD)

PAJAK BUMI DAN BANGUMAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

A. 1. Nama Wajib Pajak
2. NPWP :
3, Alamat Wajib Pajak

—

B. 1. Nomar Objek Pajak :

2. Latalc Objek Pajak

Kelurahan/Desa : Kecamatan :
Kabupaten : Kode Pos
Tahun
C. 1. Jenis Ketetapan Pajak 20
2. Nomer Ketetapan Pajak ]
D. Uraian Pembayaran
E. Jumlah Pembayaran : Terbliang :
- Poxok Pajak : Rp.
- Denda Administratif ! Rp. ’
Jumizh :Rp. '
F. Kode Akun
Untuk disetorkan/dipidahbukukan ke rekening Kas Daerah.
NOMOE REKEMAME ¢ 4oiinrrnenneirstiriasiniiasstssioiioes tonttsisissiresrrarenrassts

fid

..............................

NIP

Diterimna oleh Kantar Penerimaan Pembayaran

Narna Jelas uevreennn

Wajib Pajak/Penyetor

ttd

reviiresonens NAMA JEIAS ooviviirenrinienaasanas

Ruang Validasi Kentor Penerima Pembayaran




PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG LEMBAR 2

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN IEUANGAN DAM ASET
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAHAN ACEH TAMIANG Dk DPERA
JL. IR. H. TUANDA NO 69 - KARANG BARU ACEH TAMIANG Ponyenr

TELEPON (0641} , FAX, (0641)

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (85PD)

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

A 1. Nama Wajib Pajak
2. NPWP :
3. Alamat Wajib Pajak :

' B. 1. Nomor Objek Pajak : |

2. Letak Objek Pajak

Keturahan/Desa : Kecamatan :
Kabupaten : Kode Pos
Tahin
C. 1. Jenis Ketetapan Pajak 20
2. Nomeor Ketetapan Pajak '

D, Uraian Pembayaran

E. Jumlah Pembayaran ' Terbilang -
- Pokok Pajak : Rp.
- Denda Administratif ' Rp.
Jumlah : Kp.

F. Kode Akun

Untuk disetorkan/dipidahbukukan ke rekening Kas Daerah,
INOIMOT RREKETIME 1 1uvuvsvrnorevssoernrmeeseonisetsnimsssssnianssrssosrnnsrssetsasrestiraststtnstsatiomqessssarsioerossinsisines

Diterima oleh Kantor Penerimaan Fembayaran Wajib Pajak/Penyetor

revemrensesers S viviriciraren s SOTOPPURPTRINY |-J IO
te tid
reeeeesneenns Nama Jelas .o iiiiniicnnes ceverneereene NAA JEIAS L

Ruang Vatidasi Kantor Penerima Pembayerail :




PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG LEMBAR 3
DINAS PENDAFPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KOMPLEK. PERKANTORAN PEMERINTAHAN ACEH TAMIANG

JL. IR H. JUANDA NO 69 - KARANG BARU ACEH TAMIANG
TELEPON (0641) » FA3. (0641}

Untuk Bani/
Pos Persepsi

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SS7D)

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAANDAN PERKOTAAN (PBB-P2)

A. 1. Nama Wajib Pajak
2. NFWP '
3. Alamat Wajio Pajak

BaNoworovespaiak | | [ | | [ [ ] [ [ ][ ][] ][]

2. Letak Objek Pajak

Kelurahan/Desa ; Kecamatan :
Kabupaten : Kode Pos

C. L. Jenis Ketetapan Pajak : --

2. Nomor Ketetapan Pajak

D. Uralan Pembayaran

E. Jumlah Pembayaran Terbilang -
- Pokok Pajak : Rp.
- Denda Administratif : Rp.
Jurnlah :Rp.

F. Kode Ak

Usntuk disetorkanidlprdahbukukan ke rckening KKas Daerah.

Nomor Rekenming : ...voiiiiiiiiiiiiiiisiinnnsnaanie
Diterima oleh Kantor Penerimaan Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
s Bl e e BB e
tud 1td
........................... Nama Jelas ..o vieciiiiinens reeerivernnseneassennessrenes NAMA JEIAS Lo

NiP.
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran :




PETUNJUK PENGISEAN

."1. Diisi dengan nama lengkap Wajib Psjak.
2. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
3, Diisi dengan alamat lengkap tempat tinggal/kedudukan Wajib Pajak.
. 1. Diisi dengan Nomor Objek Pajak.
2. Diist dengan alamat lengkap lokasi/Tetak objek pajak.
. 1. Diisi dengan jenis ketetapan pajak (SPPT/SKPD/STPD PBB-P2) yang dibayar.
2. Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak (SPPT/SKPD/STPD PRB-P2) yang dibayar,
. Diisi dengan uraian jika diperlukan untuk memperjelas jenis/maksud pembayaran.

. Diisi dengan besarnya pokok ketetapan pajak dalam SPPT/SKPD/STPD PBE-P2, diist dengan besamya Denda
administratif, diisi dengan hasil penjumlahan atas besarnya pokok ketetapan pajak dan denda administratif, dan
diisi dengan besarnya total pembayaran dalam huruf.

. Diisi dengan Kode Akun yang sesuai sebagai berikut :

Sektor Kode Akun
a. Perdesaan 411311
b. Perkotaan 411312

,,———*"'*‘""'-'-1":‘::\
fﬁ‘@:“p '-‘“3\
- T T RuBAYT ACEH TAMIANG,
- \:\ E“-'f - A\"“&\\?
; o




LAMPIRAMN VII  FERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 2% TAHUN 2013

TANGGAL :_31 Desember 2013 M
28 Shafar 1435 H

BENTUK FORMULIR SURAT PERMOHONAN ANGSURAN/PENUNDAAN

PEMBAYARAN
....... orry seemnenene T 2HUMN L
Kepada
Perihal  : Permohonan Angsuran/Penundaan Pembayaran ! Yth. Bupati Aceh Tamiang
: u.p Kepala DPPKA
Kabupaten Aceh Tamiang
di -
Karang Baru
Dengan bormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama B feeeeresenrtossarasnrmtediinssebsas et st £ rnemtan AR e s e e R d 2o R e Saanessnre s b b eabtessea e ban s
Alamat SOOI PHUU ORI TURTEToO TP
Bertindak $81aKU vivive ettt et e atas obvek pajak PBRB :
Nama S OO OO OO OO O OO O SR PIOPT
NOP L eberetesbererastiesrerrs eetasessesdsetesftbttea et rbaeRt ek RE e L e R LB et Lot aaRRORpa et e e e e bes bt et

Letak Obyek Pajak
menyatakan masih mempunyai utang pajak berdasarkan KPD/ST’PD;‘SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan
Banding/Putusan Peninjauan Kembali

Tahun Pajak

No. Ketetapan/Keputusan/Putusan

Jumlah vang masih harus dibayar

Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran

Terhadap utang pajak tersebut diatas, saya mengaj jukan pmmhonan untuk :

1. mengangsurpembayaranpajak sebesaer ()2
4. masaangsuran r:al: dan
b. besarnyaangsuran : Rp “ OO L2 1t

2. menunda pembayaran pajak sebesar Rp e erteesaereeserest abs st rarsss 4 sereetreti et e )
sampai dengan tangga[ e katena  saya  mengalami  kesulitan
keuanganflmmd::as {posisi Kas, Bam( dan utan;z p:utaug pcr TANEEAL L1vveriseri i /mengalami
keadaan di luar kekuasaan' ) dengan bukti berupa |

... (terlamapir).

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud diatas, saye bersedia memberikan jaminan Derupa & ..o

...............................................................................................................................................................................

Hormat Saya,
Pemohon

Keterangan :
1. Coret yang tidak perlu

2. Ditsi dengan tulisan
3. Kererangan lilariditas diisi untuk badan usaha™




LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR « 21 TAHUN 2013
TANGGAL 31 Desember 2013 M
2% Shafar 1435 H
A. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DINAS PENDAPATAN PENGELOS AAN KEUANGAN DAN ASET
KOMPLEX PERKANTORAM PEMERINTAHAN ACEH TAMIANG
JL. iR H. JUANDA NO 69 — KARANG BARU ACEH TAMLAMG TAHUN
TELEPOM(0841)  , FAX (3641)
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAILL (STFD)
PAJAK BUME DAN BANGUNAN PERDESAAN PAN PERKOTAAN (PBR-PZ)
NOMOR :
TANGGAL PENERBITAN |
Jumlah pajak  yang| Rp. .o,
terutang yamg masih .
harus dibayar Dengan buruf
Ob] ok N anal WailbPaial
Kabupaten :
Kecamatan
Desa/Kelerahan
Alamat
NOP : NPWP :
Perincian Pajak v
Tanggal Jatuh Tempo : Tempat Pembayaran :
1. STPD ini harus dilunasi paling Jambat 1 (satu) bulan Karang Baru, .. cccoverrreen. TARUN oo
sejak tanggal diterbitkan. a.t. Kepala DPPKA
2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh terapo utang Kabupaten Acel Tamiang,
pajak belum dilunasi, maka tindakan penagiban akan Kepala Bidang ............. ,
dilanjutkan dengan  penerbitan  Surat Puksa,
petaksanaan sita dan lefang.
NIP.
ssmsmeraeasss Potong disiti dam kirtm ke Dinas Pendapatan Pergeloladn Kevangon don Aset Kabupater teeh Tamigng wserersrsrreres
Nama WP Diterima tgl, cooeererreiiriane LAHUL L
NPWP Penerima
NOP
No. STPD
Tanggal Penerbitan
Nama lenghag dan tande tangan




B. SURAT TEGURAN

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAHAN ACEH TAMIANG
JL. JR. H. JUANDA NO 6% - KARANG BARU ACEH TAMIANG
TELEPON (6641) , FAX. (0641)

............ y e JABUND,
Kepada
Yth. Bapak/1t/Sdr.
di—-
SURAT TEGURAN o
Nomor:

Menurut tata usaha kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut :

|
Jenis Pajak Tahun No, dan tanggal STPD/SKPD/ I Tanggal Jumlah
Pajak SK Keberatan/SK. Pembetutan/ | Jatwh Tempo | Tunggakan Pajak
[ Putusan Banding " (Rp.)
Jumlah

Dengan huruf 1 (e ittt st

Untuk mencegab tindakan penagihan dengan Surat Paksa, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah
Tunggakan dalam waktu 21 {dua puluh satu} hari setelah tanggal Surat Teguran ini.
Dalam hal Szudara telah melunasi Tunggakan tersebut diatas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Aceh Tamiang,

PERAATIAN Karang Bari, ......ocooeeuuns Tahun .....
PAJAK HARUS DILUNAS| DALAM WAXTU 21 Kepala DPPKA
(DUA PULUH SATU) HARI SETELAH TANGGAL _
SURAT TEGURAN [N], SESUDAH BATAS - Kabupaten Aceh Tamiang,

WAKTU [TU TINDAKAN PENAGIHAN AKAN
DILANJUTEAN DENGAN PENYERAHAN
SURAT PAKSA

NIF.
?Coret yang tidak perlu




LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 21 TAHUN 2013
TANGGAL :_3] Desember 2013 M

28 Shafar 1435

BENTUK SURAT PAKSA

FEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAHAN ACEH TAMIANG
JL. IR, H. JUANDA NG 69 - KARANG BARU ACEH TAMIANG
TELEPCN (0641)  , FAX. (0641)

SURAT PAKSA
Nomor :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Menimbang bahwa

Nama Wajib Pajak/

Penanggung

NPWP

Alamat/tempat tinggal

Menunggak pajak sebagaimana tercantum dibawah ini :

Jenis Pajak Tabun Nomor dan Tanggal STPD/SKPDY/ Jumlah
Pajak SK Keberatan/SK Pembetilan / Tunggakan Pajak
Putusan Bandh g R
JUNMLAH Rp. ‘

DENZANRULUT & (et ece et reneecoreasasare et a ke 2 sa8 1 518 b1 624441044414t sanen oeesrets et e etenenesremeenenee e
v}

Dengan ini :

L. I\%Iernerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumiah tunggakan pajak tersebut ke Bank/Pos
Persepsi, ditambah dengan biaya penagiban dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat)} jam sesudah
tanggal pemberitahuan Surat Paksa ini.

Mermerintahkan kepada Jurusita yeng melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita lain yang ditunjuk untuk
melanjutkap pelaksapaan Surat Paksa dengan melakukan penyitaan atas barang-barang milik I'Najib
Pajak/Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam Surat Paksa ini tidak

dipenuhi.

T2

PERHATIAN Karang Bani, ............... Tahun .....

PAJTAX HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 2 « 24 Kepala DPPKA
UA KALI DUA PULUH EMPAT) JAM SETELAH . .
PCOAL SURAT PAKSA INI, SESUDAH BATAS Kabupaten Aceh Tamiang,
WAKTU TIU TINDAKAN PENAGIHAN AKAN
DILANTUTKAN DENGAN PENYTTAAN.

Coret yang tidak perlu




LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR . 21 TAHUN 2013

TANGGAL : 31 Desember 2013 M

28 Shafar 1435 H

CONTOH SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN YANG DIAJUKAN
SECARA PERSEQRANGAN:

Lampiran ;1 {satu) set Yth. Bupati Aceh Tamiang
Hal : Permohonan c.q. Sepala DPPKA
Pengurangan PBB P2 Jh o

Saya jrang bertanda tangan di bawalt i & oo
Alamat L e e L e fa e e ee e s ettt e et e et tesaaananenrn s
Kampung e e e et e et s e e e et aereias
Kecamatan D e e e e e e e e st s et e e ar e
Kabupaten e et e ere e e a s et a e aaenens
Nomor Telepon L bl e e e e da e et e s e e e e ea et ta ettt et erannenn s
mengajukan permohonan pengurangan PBB P2 sebesar........ % (ceennnn.. persen) dari

PBB yang terutang, atas objek pajak :

NOP e, et
Alamat L et et eed s eete b baron s raeara e T eeaeanert et e it st s aE e o nan e e anann sy
Kampung - SUU VI SR
Kecamatan e et 4 e s hanne e e et R et ee 4t he s ha tana A aa aa s na e ana b Sn e n o nn et aa e nn s
Kabupaten L e aeae i hea e e teeee et e e et et et e et eaa s b ot vaaaraiataaaars

Alasan mengajukan permohonan:

..............................................................................................................

Bersama imi dilampirkan:
1. fotokopi SPPT/SKPD*) Tahumn Pajak .......ccooceuenee ;
2. Surat Kuasa dalam hal surat permohonan tidak ditand atangani Wajib Pajak;

3. dokumen pendukung:



Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.............................................. 20,
Wajib Pajak/ Kuasa Wajib  Pajak*)

Keterangan:
*) coret yang tidak perlu




LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR ;21 TAHUN 2013

! TANGGAL : 31 Desember 2013 M
Shafar 1435 H

CONTOH SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN YANG DIAJUKAN
SECARA KOLEKTIF:

Lampiran : 1 (satu) set
Hal . Permohonan Pengurangan PEB P2
Secara kolektif

Yth. Bupti Aceh Tamiang
c.q. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
KabupatenAceh Tamiang
JLe e
Aceh Tamiang

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Pengurus LVRI/Kepala

KampPUIlZ ittt iir et e b e s et et s e s e rreaans
Kecamatan © e e e aa s rte ity b hd A S bE e A4 hde e 444 0a AT raaddbn e bae et s e eaneneeensretenesibae
Kabupaten P U OO PSP

Nomor Telepon

...............................................................................................

ngajukan permohonan pengurangan PBBE P2 yang terutang, atas sejumlah
..................... SPPT dengen rincian sebagaimana Daftar Permohonan Pengurangan
PBB P2 Secara Kolektif terlampir.

Bersama ini dilampirkan:

1. fotokopi SPPTTahun Pajak ......oevevennenn. SEJUINIAR ..o ;
2. dokumen pendukung:
Bl seuieneereeean e enahe et e s a e ras SEIUIUAN e ;
[« T U USSP PO seEFUMall o ;
c. dst.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.......................................................

Keterangan:
*} coret yang tidak periu




Lampiran : Surat Permohcnan Pengurangan
Secara Kolektif Nomor : ...........o....o.

DAFTAR PERMOHONAN PENGURANGAIN PBB P2 SECARA KOLEKTIF

Kampung*) T S S OSSOSO
Kecamatan D eurranr T i saerieenirentbe bt anr st riosesrsenetanreerba EeEene s bonben han bt ene aeererennes
Kabupaten U PPN L EE e U Bl e e ae e nrtan retnnannssvasbaoeransoihenns
Tahun Pajak = TR TS TOUUR
Pengurus LVRI/Datok Penghulu®)
e e )
Keterangan:

*) coret yang tidak perlu




LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG

‘ NOMOR . 21 TAHUN 2013
TANGGAL : 31 Desember 2013 M
28 Shafar 1435 H

CONTOH LEMBAR PENELITIAN FPERSYARATAN PERMOHONAN
PENGURANGARN PBB-P2 YANG DIAJUKAN SECARA PERSEORANGAN

............................................................................................

LEMEBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENGURANGAN P8R P2
YANG DIAJUEAN SECARA PERSEQRANGAN
HNOINOT 3 civiiiarienrnssasisasenanssesss &

I. Surat Permohonan

Nornor dan tanggal A OO PN SO TTOPROOP PR erveeriaietaestasseaaes 3

Tanggal Terima SUTAL 1 .ottt st e eee et r b senns 4
I1. Identitas Wajib Pajak

Nama Ny D OO O SR 5)

Alamat - OO &)
II1.Identitas Kuasanya'

Nama A PPN 7

Alamat - PP S P 8
IV. Ketetapan PBB

9

NOP/Nomor SKPD™ L o errmeeeasemeneemraeotaensenbe et b AR s A4 EA Pa e odibha s s e b da g e
Besarnya PBB yang terutang :

................................................................................

Tahun Pajak L e taattataenreneensanetataaeteetenaaneenntestaethe e httatyaten e suiaaine

V. Penelitian Persyaratan™

Satu surat permohonan untuk ] (satu)
SPPT/SKPD

2 Diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia

3. | Diajukan kepada Kepala KPP Pratama

4

)

Persentase pengurangan dicantumkan
dan disertal alasan yang jelas

Melampirkan fotokopi SPPT/SKPDY) |
Ditandatangani oleh Wajib Pagjak atan
ditandatangani oleh kuasanya dengan

6. melampirkan Surat Kuasa

Khusus/Surat Kuasa **)
” Jangka waktu pengajuan permohonan
' | terpenuhi |
g Tidak memiliki tunggakan PBB tahun '

Pajak sebelumnya

Tidak diajukan keberatan, atau Surat
9. | Keputusan Keberatan telah terbit atau
+idak diajukan Banding




VI.Berdasarkan penelitian persyaratan sebagrimana dimaksud pada angka
romawi V, permehonan Pengurangan dimmaksud memenuhi/tidak :nemennhi™
persyaratan.

.......... PP~ § BN
Petugas Peneliti

........................................... 13
NIP 14]
Mengetahui
Kepala Seksi coooociiieeiieiinnnn 15)
........................................... 16)
NIP (i 17)
Keterangan:

" diisi dalam hal dikuasakan
™ coret yang tidak perlu
" diisi tanda checklist "V" pada kolom “"ya' atzu kolom "tidak” scsuai berkas yang

tersedia



Petunjuk Pengisian

Lembar Penelitian Persyaratan Permokonan Pengurangan PBB-P2 yang

Angka 1

Angka 2

Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8

Angka 9

Angka 10

Angka 11 :

Angka 12 :

Angka 13 :

Angka 14 :

Angka 15 :

Angka 16 :

Angka 17 :

Diajukan Secara Perseorangan

diisi dengan kop surat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aget,

diisi dengan nomor Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan
Pengurangan PBE P2.

diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan Pengurangan.
diisi dengan tanggal diterimanya surat permchenan Pengurangan.
diisi dengan nama Wajib Pajak.

diisi dengan alamat Wajib Pajak.

diisi dengan nama kuasanya dalam hal dikuasakan.

diisi dengan alamat kuasanya dalam hal dilkuasakan.

diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKPD,

diisi dengaxi besarnya PBB yang terutang yang tercantum dalam
SPPT/SKPD.

diisi dengan Tahun Pajak SPPT/SKPD.

diisi dengan nama kabupaten dan tanggal penelitian persyaratan
permohonan pengurangan PBB P2 dilaksanakan.

diisi dengan nama petugas penelii yang menandatangani lembar
penelitian,

diisi dengan NIP petugas péneliti vang menandatangani lembar
penelitian.

diisi dengan nama Seksi yang bertanggung jawab melaksanakan
penelifan persyaratan permohsnan Pengurangan.

diisi dengan nama Kepala Seksi seb¢ gaimana dimaksud pada angka 15.

diisi dengan NIP Kepala Seksi scbagaimana dimaksud pada angka 15.




LAMPIRAN XIII  PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR L2 TAHUN 2013

TANGGAL 21 Desember 2013 M

2% Shafar 1435 H

CONTOH LEMBAR PENELITIAN FERSYARATAN PERMOHEONAN FENGURANGAN
PBRB P2 YANG DIAJUEKAN SECARA XOLEKTIF SESELUM SPPT DITERBITKAN

LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAY PENGURANGAN PBB P2
YANG DIAJURAN SECARA KOLEKTIF SEBELUM SPPT DITERBITKAN

NOIMOL 1 saveirirrinvesinrsrcasersnnness 2

I. Surat Permohonan

Nomor dan tanggal L eeaeearterttesers e ne e bariestaetsesaatnn e e hrabshn e nnnrorenrannns 3

Tanggal Terima SULAt 1 .o e rrara e raae s ertas e s e ra e eoestiaseenes 4
II. Identitas Pemohon

Nama/Jabatan D eeeeeeeemaeiieatiisieaiiiasTartonssiotacans et nnessonsnertasasnansenssrosnenann %)

Alamat D a e e e et ana s haa te s e ek e e b s ta t e e b0 s enn s on e neTen s n g oams 6)
1L Daftar Permohonan Kolektif

Jumlah SPPT T e e n ettt s b ) ot aae s enann e nea ot adbh e g raa e i e b e ans 7

Tahun Pajak D R R FEle e DeaFaessinsicaastaretesBrnasenraseseastennnansenetnnessassirete 8}

IV. Penelitian Persyaratan
a. Surat Permohanan Pengnrangan®

Wajib Pajak-nya  orang pribadi
veteran pejuanz  kemerdekaan,
1. | veteran  pembela  kemerdekaan,
penerima tanda jasa bintang gerilya,
atau janda/dudanya

Melampirkan daftar Objek Pajak
. 77 | dengan Tahun Pajak yang sama
Diajukan secara tertulis dalam

;3. Jbahasa Indonesia
Diajukan kepada Kepala Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
4 dan Aset melalui pengurus

LVRI/pengurus organisasi terkait,
paling lambat tanggal 10 Januan
| Tahun Pajak yang hersanglkutan Il




b. Lampiran Surat Permohonan Pengurangan®

NOT " . TUURAAR. .. YA [ 1IDAR | RETERANGAN:
PBB vang terutang paling banyak
1. | Rp500.000.000,00 (lima ratus juia
rupiah}
Persentase Pengurangan
2. | dicantumkan dan disertai alasan
yvang jelas

Tidak memiliki funggakan PBB
Tahun Pajak sebelumnya

V. Berdasarkan peneclitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka
romawi IV, pexrnohonan Pengurangan sccara kolekuf tersebut:

a. dapat dipertimbangkan @ ... 9 objek pajak;
b. tidak dapat dipertimbanghkan OO Wobiek pajal.

........................................... 12)
NIP o, $3)
Mengetahui
Kepala Seksi ..ooocoviiiicininnnie. 14)
.................................................. 15)
NIP i e 16}
Keterangan:

" diisi tanda checklist "V pada kolom "YA" bila memenuhi persyaratan atau kolom
“TIDAK" bila tidak memenuhi persyaratan, sesuai berkas yang tersedia. Dalam hal
pada kolom "TIDAK", terisi dengan tanda checkiist "' malka permohonan tersebut
tidak dapat dipertimbangkan dan langsung mengisi angka romavd V hunaf a
dengan mengisi seluruh jumiah obiek pajak yang diajukan secara kolaktif

= diisi jumlah objek pajak yang memenuhi syarat pada kelom "YA" dan/atau
jumilah objek pajak yang tidak memenuhi syarat pada kolom "TIDAK"



Petunjuk Pengisian

Lembar Penelitian Persyaratan Permohanan Pengurangan PBB P2 yang

Angka 1

Angka 2

Angka 3
Angka 4
Angka 5

Anglka 6
Angxa 7

Angka 8

Angka G

Angka 10 :
Angka 11 :

Angka 12 :

Angka 13 :

Angka 14

Anglka 15 :
Angka 16

Diajukan Secara Kolektif Sebeium SPPT Diterbitkan

diisi dengan kop surat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset,

diisi dengan nomor Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan
Pengurangan PBE P2.

diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan Peﬁguranga.n.

diisi dengan tanggal diterimanya surat permohonan Pengurangan.

diisi dengan nama nama/jabatan Pengurus LVRI atau pengurus
organisasi terkait.

diisi dengan alamat pemohon.

diisi dengan jumlah SPPT yang diajukan permohonan pengurangan FBEB
P2 secara kolektif.

diisi dengan Tahun Pajak yang dimchonkan pengurangan PBB P2 secara
kolektif.

diisi dengan jumilah objek pajalc yang memenuhi persyaratan.

diisi dengan jumlah objiek pajak yang tidak memenuhi persyaratan.

diisi dengan nama kabhupaten dan tanggal penelitian persyaratan
permohonan pengurangan PBB P2 dilaksanakan.

diisi dengan naina petugas peneliti yang menandatangsni lembar
penelitian.

diisi dengan NIP opetugas pencliti yang menandatangani lembar
penelitian.

diisi dengan nama Seksi vang bertanggung jawab melaksanakan
penelitian persyaratan permohonan Pengurangan.

diisi dengan nama Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada angka 14.
diisi dengan NIP Kepala Secksi sebagaimana dimaksud pada angka 14.

@MB«%» ACEK TAMIANG,
084

..........



LAMPIRAN XIV  PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR . 21 TAHUN 2013
TANGZAL : 31 Desember 2013 M

8 Shafar 1435 H

CONTOH LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOBONAN PENGURANGAN
PBB P2 YANG DIAJUEAN SECARA KOLEKTIF SETELAH SPPT DITERBITKAN

............................................................................................

LEMEAR FENELITIAN PERSYARPATAN PERMOHONAY PENGURANGAN PBB P2
YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF SETELAR SPPT DITERBITKAN

HOIMOL I viiisrrnresrtvonciorsnsncrnnee

I. Surat Permohonan

Nomor dan tanggal © e i b e e s e et e aan et banrras 3

Tanggal Terima SUTAt 1 i i et e 4
II. Identitas Pemohon

Nama/Jabatan V eeersrienine e e e e eanaeae e e et e ae bbbttt s anas 3)

Alamat L i e ieseieneanressrse s trtaneas e rantianntatnrronnnronsonbiesnsbenrarnrns 8]
III. Daftar Permohonan Kolektif

Jumlah SPPT © RSB sEs R NTENR 4 e et et b naea s aaaakanne s he b s e e s benn s ekt g eeman 7)

Tahun Pajak  eeeeeeebissretbiee et reaseeiissbhn s besbeesaaseeenssrreriienansrnisnetansian

IV.Penelitian Persyaratan
a. Surat Permohonan Pengurangan®

O LR URATANG:
1.

Melamplrkan beberapa fotokopl SPPT
dengan Tahun Pajak yang sama
Diajukan secara tertulis dalam
bahasa Indonesia

Diajukan kepada Kepala Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
3. | dan Aset melalui pengurus
LVRI/pengurus organisasi terkait
atau Kepala Kampung

Jangka waldtu pengajuan
permohonan Pengurangan terpemahi

2.

4,

b. Lampiran Surat Pesrmohonan Pengnrangan**)

RATAT T s
PBB yang terutang paling banyak {
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta |
rupiah): |

> Wajib Pajalk-nya orang pribadi
veteran pegjuang kemerdekasn,

1. veteran pembela
kemerdekaan,penerima tanda jasa
bintang gerilya, atau
janda/dudanya,

» Lkarena bencana alam, atau

» sebab lain yang Iuar biasa

FBB terutang  paling banyal
2. | Rp200.000,00 selain sebagaimana
dimaksud pada angka 1
Mencantumkan persentase
3. | Pengurangan dan disertai alasan
yang jelas L




4 Tidak memiliki tunggakan PEB
" | Tahun Pajak sebelumnya
Jumlah Objek Pajak
i VI.Berdasarkan penelitian persyaratsn sebagaimana diumaksud pada angka
romawi IV, perrachonan Peagurangan secara koleltif tersebut:
) ¢. dapat dipertimbangkan : ... ASPPT;
d. tidak dapat dipertunbangkan P OTTUURRUO ISPFT.
........ s cerrerranrrerravaanaans A6 o
Petugas Peneliti
........................................... 12
NIP 13
Mengetahui
Kepala Seksi .coocovevvaciirininniniiannnnn, 14)
....................................................... 15)
NI 16)
Keterangan:

)

diisi tanda checklist "V' pada kolom "YA" bila memenuhi persyaratan atau kolom
“TIDAK" hila tidak memenuhi persyaratan, sesuai berkas yang tersedia. Dalam hal
pada kolom "TIDAK", terisi dengan tanda checklist "V' maka permohonan tersebut
tidak dapat dipertimbangkan dan langsung mengisi angka romawi V huruf a
dengan mengisi seluruh jumlah objek pajak yang diajukan secara kolektif

diisi jumlah objek pajak yang memenuhi syarat pada keolom "YA" dan/atan
jumlah ohjek pajak yang tidak memenuhi syarat pada kolom "TIDAK"



Petunjuk Pengisian

Lembar Penelitian Perayaratan Permabeaan Pengurangan PES P2 vang

Angka 1
Angka 2
Angka 3
Angka 4

Angka 5

Angka 6
Angka 7

Angka 8
Angka 9

Angka 10
Angka 11 :

Angka 12 :

Angka 13 :
Angka 14 :

Angka 15 :
Angka 16 :

Diajukan Sccara Kolektif Seotelahi 3PPT Diterbitkon

1diisi dengan kop' surat Dinzs Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset,

 diisi dengan nomor Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan

Pengurangan PBB P2,

: diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan Pengurangan.
: diist dengan tanggal diterimanya surat permoehonan Pengurangan.
: diisi dengan Inama/ jabatan Pengurus LVRI atau pengurus organisasi

terkait atau Kepala Kampung,

: diisi dengan alamat pemohon.
: diisi dengan jumlah SPPT yang digjukan permohonan pengurangan PBB

P2 secara kolektif.

: diisi dengan Tahun Pajak SPPT,
: diisi dengan jumlah SPPT yang memenubi persyaratan.

diisi dengan juimnlah SPPT yang Gidak memenuln persyaratan.

diisi dengan nama kabupaten dan tanggal penclitian persyaratan
permohonan pengurangan PRB P2 dilaksanakan.

diisi dengan nama petugas peneliti yang menandatangani lembar
penelitian.

diisi dengan NIP petugas peneliti yang menandatangani lembar penelitian.
diisi dengan nama Seksi yang bertanggung jawab melaksanakan
penelitian persyaratan permohonan Pengurangan.

diisi dengan nama Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada angka 14.

diisi dengan NIP Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada angka 14.




LAMPIRAN XV  PERATURAN BUPAT! ACEH TAMIANG
NOMOR . 21 TAHUN 2013

TANGGAL :_31 Desember 2013 M

28 Shafar 1435 H

CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PERMOMONAN PENGURANGAN PBB P2

SECARA PERSEORANGAN TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGEKAN

ccccc L ]

Nomor
Sifat

Lampiran :

Hal

........

Segera

Satu berkas

Pemberitahuan Permohonan Pengurangan PBB P2
Tidak Dapat Dipertimbangkan

..........................

. Sehubungan dengan permohonan Pengurangan Saudara atas SPPT/SKPD?
dengan Nomor Objek Pajak (NOP} ..o, .5 melalui surat nomor

...............

...............

...................

6 tanggal  eeirieiieii i 7 yang diterima tanggal
8, bersama ini disampaikan bahwa:

ooooooooooooooooooooo

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor ....... Tahun
2013 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan

Pajak,

diatur bahwa:

a. Pasal 8 ayat (1), peunchonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan
harus memenuhi persyaratan:

1)
2)

3
4)

S)

6)

7)

8)

satu permochonan untuk 1 (satu) SBPFT atau SKPD;

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengerukalan

besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai dengan alasan

yang jelas;

diajukan kepada Bupti melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset; .

dilampiri fotokopi SPPT atau SKFD yang dimohonkan Pengurangan;

surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam bal surat

permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri

dengan Surat Kuasabermeterai cukup;

diajukan dalam jangka waktu:

a) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;

b} 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD;

¢) 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan
Keberatan PBB;

d) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau

e) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar
hiasa,

kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka

walctu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadazan di luar kekuasaannya.

tidak memiliki tunggaken PBB Tabun Pajak sebeiumnya atas objek pajak
yvang dimohonkan Pengurangar, kecuali dalam hal objek pajaik terkena
bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan

tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan
Pengurangan, atau dalam hal diajukan kebcratun iclah diterbitlkan Surat



Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputisan Keberatan dimaksud tidak
diajukan banding.

b. Pasal 11 ayat (1), Permohonan Pengurangan secara persecrangan yang tidak
memenuhi persyaratan schagaimana. dirnaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dianggap
bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Berdasarkan penelitian kami, permohonan Pengurangan Sudara tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, yaitu:

sehingga sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b,
permohonan Pengurangan Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan zerlampir

dikembalikan berkas terkait.

Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan Pengurangan sepanjang
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1l)Peraturan
Bupti Aceh Tamiang Nomor ....... Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian

Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas,

.................................

Keterangan:

M

coret yang tidak perlu



Petunjuk Pengisian

Surat Pemberitahuan Permohonan Pengurangan PBB P2 Secara

Anglka 1

Angka 2
Angka 3

Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9

Angka 10

Angka 11

Persevrangan Tidak Dapat Dipertimbangkan

Diisi dengan kop surat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset.
Diisi dengan nomor surat pemberitahuarn.

Diisi  dengan nama kabupaten dan tenggal dibuatnya surat
pembernitahuan.

Diist dengan nama dan alamat Wajib Pajak,

Diisi dengan Nomor Qbjek Pajak (NOP).

Diisi dengan nomor surat permohonan Pengurangan.

Diisi dengan tanggal surat permohonan Pengurangan.

Diisi dengan tanggal diterimanya surat permohonan Pengurangan.

diisi dengan persyaratan permohonan pengurangan PBB P2 vang tidak
dipenuhi.

diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani surat
pemberitahuan.

diisi dengan NIP pe¢jabat yang berwenang menandatangani surat
pemberitahuan.




LAMPIRAN XVl PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
MOMOR ;2 TAHUN 2013

TANGGAL : 31Desember 2013 M

28 8hafar 14353 H

CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PERMOMONAN PENCURANGAY PRE P2
SECARA KOLEKTIF SERELUM SPPT DITERBITEAYN TIDAY DAPAT

DIFERTIMBANGHAN
B EEE PSP ARF L AL R PP AL AR A CA SN ROIEARTRADNS 1}
Nomor S 2 s 3
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal . Pemberitahuan Pzrmohonan Pengurangan PBB P2

Tidak Dapat Dipertimbangkan

...................................

[

Sehubungan dengan  permohonan  Pengurangan  melalui  Pengurus

LVRI/Pengurus Organisasi terkait*} melalul surat nomor............... 51
tanggal o 8 yang diterima  tanggal 7,
bersama ini disampaikan bahwa:

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor ....... Tahun

2013 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan

Pajak, diatur bahwa:

a. Pasal 6 ayat (3), permohonan Pengurangan secara kolektif dapat diajukan
sebelum SPPT diterbitkan dalam hal objck pajak yang Wajib Pajak-nya orang
pribadi veterann pejuang Xemerdekaan, veteran pembela kemerdelkaan,
penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dengan PBE yang
terutang paling banyak Rp500.000.000,0C {(lima ratus juta rupiab);

b. Pasal 8 ayat (2}, permohonan Pengurangan yang digjuken sccara kolektif
sebelum SPPT diterbitkan harus memenuhi persyaratam:

1) 1 {satu) permohonan untuk beberapa objek pajak dengan Tahun Pajak yang
sama;

2j diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan
besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disert2i dengan alasan
vang jelas;

3) diajukan kepada Bupti melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset, melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI)
setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya;

4} diajukan paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Pajak yang bersangkutan;
dan

5) tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebeluranya atas objek pajak
yang dimchonkan Pengurangan,

¢. Pasal 11 ayat (2) huruf a, Permohonan Pengurangan secara kolektif yang tidak
memennhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a
dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2}, dianggap
bukan sebagai permohanen sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

2, Berdasarkan penelitian kami, beberapa objek pagjak dalam permohonan
Pengurangan secara kolektif tersebut tidal: memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada angka 1 huraf a dan buruf b, sehingga sesual ketentuan
scbagaiinmana dimaksud pada angka 1 huruf ¢, permobhonan Fenghrangan



beberapa objek pajak tersebut tidak dapat dipertimbangkan, sebagaimana daftar

terlampir,
Atas beberapa objek pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 masih dapat
digjukan permohonan Pengurangan kembali secara kolektif, sepanjang memenuhi
persyaratan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Aceh
Tamiang Nomor ....... Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan,

Keringanan, dan Pembebasan Pajak.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas,

.................................

Keterangan:

ki

coret yang tidak perlu



Lampirén Surat Pertnohonan Pengurangan PBB P2
Secara Kolektif Tidak Dapat Dipertimbangkan
NOIOT Seiiiiiiiiit e 2

DAFTAR WAJI PAJAK
YANG TIDAE MEMENUHI PERSYARATAN
(Diajukan sebelum SPPT diterbitkan)




Petunjuk Pengisian

Surat Pemberitahuan Permohonan Pengurangan PEB P2 Secara Kolektif

Angka 1

Angka 2
Angka 3

Angka 4
Angka S
Angka 6
Angka 7

Angka 8

Angka 9

Angka 10

Sebelum SPPT Diterbitkan Tidak Dapat Dipertimbangian

Diisi dengan kop surat Dinas Pendapatan, Pengelotaan Keuangan dan

Aset.

Diisi dengan nomor surat pemberitahuan.

Diisi dengan nama kabupaten dan tanggal dibuatnya surat
pemberitahuan.

Ditsi dengan nama dan alamat Pengurus LVRI/Pengurus organisasi
terkait.

Diisi dengan nomor surat permohonan Pengurangan.

Diisi dengan tanggal surat permohonan Pengurangan.

Diisi dengan tanggal diterimanya surat permohonan Pengurangan,

diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani surat
pemberitahusn.

diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani surat

pemberitahuan.
diisi dengan persyaratan permohonan pengurangan PBB P2 vang tidak

dipenuhi.




LAMPIRAN XVII PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOF. . 21 TAHUN 2013
TANGGAL : 37 Desember 2013 M
28 Shafar 1435 H

CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENGURANGAN PBB P2
SECARA KOLEKTIF SETELAY SPPT DITERBITIRAN TIDAK DAPAT

DIPERTIMBANGEAN
oooooooooooooooooooo BAALARAOTRAPARARRAOB R LA 1}
Nomor L B e 2 &
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal :  Pemberitahuan Permohionan Pengurangan PBRB P2

Secara Kolektif Tidak Dapat Dipertimbangkan

...........................................

Sehubungan dengan  permohonan  Pengurangan  melalui Pengurus
LVRI/Pengurus Orgenisasi terkait*) melalui surat nomor...............coo

tanggal i 6) yang diterima tanggal ..o, 7,
bersama ini disampaikan bahwa: .
1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor ....... Tahun

2013 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan
Pajak, diatur bahwa:.
a. Pasal 6 ayat (3), permohonan Pengurangan secara kolektif dapat digjukan
setelah SPPT diterbitkan dalam hat:
1) PBB yang teruteng paling banyak Rp.500.000.000,00 {lima ratus juta
rupiah) untuk:

a) objek pajak yang Wajik Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang
kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penecrima tanda jasa
bintang gerilya, atau janda/dudanya,

b) objek pajak karena bencana alam dan sebab lain yang luar biasa.

2} FPBB yang terutang paling banyak Rp20C.000,00 {dua ratus ribu rupiah)

untuk kondisi tertentu selain sebagaimana dimakaud angika 1)

b. Pasal 8 ayat (3), permohonan Pengurangan yvang diajukan secara kolektif

setelah SPPT diterbitkan harus memenubi persyaratan:

1) 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT dengan Tahun Pajak yang sama;

2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan
besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai dengan alasan
yang jelas;

3} diajukan kepada Bupatd melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset, melalui:

a) pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau
pengurus organisasi terkait untuk kondisi tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3} huruf b angka 1); atau

b} Kepala Kampung setempat, untuk kondisi tertentu sebagaimana
dimaxsud dalam Pasal 6 ayat {3} huruf b angka 2} dan objek pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat {3) huruf b angka 3);

4} dilampiri fotokopi SFPT yang dimohonken Pengurangan;
5} diajukan dalam jangka waktu:
a) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
b) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau



¢} 3 (dga) bulan terhitung sejak tanggal tegadinya sebab lain yang luar
biasa,

kecuali apabila Wajib Pajak pengurs LVRI setempat, penguiils crganisasi

terkait lainnya, atau Kepala Kampung, dapsat meounjukkan bahwa dalam

jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhbi karena keadaan di luar

kekuasaannya. .

" 6) tidak memiliki tunggakan PBE Tahun Pajak scbelumnya atas objek pajak
yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena
bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan

7} tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan Pengurangan

- Berdasarkan penelitian kami, beberapa SPPT/objek pajak dalam permohonan

Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Aceh

Tamiang dimaksud, sehingga sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan

Bupati Aceh Tamiang dimaksud, permohenan Pengurangan beberapa SPPT/objek

pajak tersebut tidak dapat dipertimbangkan, sebagaimana daftar terlampir.

. Atas beberapa SPPT/objek pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 masih

dapat diajukan kembali permachonan Pengurangan secara kolektif, sepanjang

memenuhi persyaraten sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat .... Peraturan

Bupati Aceh Tamiang Nomor ....... Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian

Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara disampailtan terima kasih.

Kei:ala Dinas,

..................................

Keterangan:
1 coret yang tidak perlu



Lampiran Surat Permohonan Pengurangan PBB P2

Secara Kolektif Tidak Dapat D1pert1mba:1gkan
NOmOr S e

DAFTAR WAJIB PAJAK
YARG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN
{Diajukan sctelah SPPT diterbitkan)

CpefaiiEatan van

dst




Petunjuk Pengizian

Surat Pemberitahuan Permohonan Pengurangan PBE PZ Secara Kolektif

Angka 1

Angka 2
Angka 3

Angka 4

Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8

Angka 9

Angka 10 :

Setelah SPPT Diterbitkan Tidak Dapat Dipertimbanghkan

Diisi dengan kop surat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset.

Diisi dengan nomoer surat pemberitahuan.

Diisi dengan narna Ksbupaten dan tanggal dibuatnya surat
pemberitabuan.

diisi dengan nama dan alamat Penguimas LVRI/Pengurus organisasi
terkait atau Kepala Kampung bersankutan.

Diisi dengan nomor surat permohonan Pengurangan.

Diisi dengan tanggal surat permcohonan Pengurangan.

Diisi dengan tanggal diterimanya surat permohonan Pengurangan.

diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani surat
pemberitahuan.

diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani surat
pemberitahuan.

diisi dengan persyaratan permohonan pengurangan PBB P2 yang tidak
dipenuhi.




LAMPIRAN XV1II PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 22t TAHUN 2013

TANGGAL :_ 31 Desember 2013 M

28 Shafar 1435 H

CONTOH SURAT_ TUGAS PERELITIAN PERMOHONAN
FPENGURANGAN PEB P2

1)

T e N R N PR Y LYY

SURAT TUGAS
ST' ArascAMsEgcEEaasdIREsE 2}

Sehubungan dengan pengajuan permohonan pengurangan PBB P2 oleh Wajib Pajak,
dengan ini kami menugaskan:

1.

Nama v eerraetaeeeereenaneeee sttt e et ieatsieshiteastaese st e tesonenenrata e raanaian 3
NIP et ettt eeteneeeteheeieentaeanetratntanenatenre bt teantee e aeataara e nenraaantan 4)
Pangkat/Gol o e 5)
Jabatan RO e e et s teeerr e enretsaaner et et tattsaensteath et ren bt anantas 6)
Nama et et sieeeretaresearesraietvaeaen et et itateesbaenre st bae st tras 3)
NIP e ier i ereteeteetetesetnenraerrerareiartr ettt e tre gt aaraans L rerrerareaannarrnnns 4
PangRat/Gol 1 oo et e 5
Jabatan e eereereeteeeeeeiesesiesrriariatessaeeraaenaeteaerteseboaneeibasirarraas 6)

untuk melaksanakan penelitian di kantor/di lapangan’ atas permohonan
pengurangan PBB P2 yang diajukan secara perseorangan /kolektif) atas SFPT/SKPD?

Tahun Pajak ......ccooe oee Gk
1. nomor surat permohonan
................................................................ 8l
tanggal surat permohonan
.................................................................................. )
nama Wajib Pajak
...................................................................... 10}
alamat Wajib Pajak
............................................................... 1
Nomor Objek Pajak (NOP)
.......................................... 12)
alamat Objek Pajak
............................... 13)
2. nomor surat permohonan
2

......................................................................................

................................................ 9)
nama Wajib Pajak
................................................................................ 101
alamat Wajib Pajak
.................................................................. W
Nomor Objek Pajak (NOP)
12]

......................................................................................................



alamat Objek Pajak

........................................................................................................

3. dst
mulai tanggal ..........ccoeeeninnnnn. 1 sampai dengan tanggal cooonieieir 155,

Demikian untuk dilaksanakan dan sctelah selesai meleksanakan tugas agar
menyampaikan Laporan.
Kepada Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, dan/atau pihak terkait kami minta
bantuan untuk kelancaran pelaksanasn tugas tersebut,

ditetapkan di ...oooovviiiiiiinnniniininnnn. 16)
pada tanggal ..., 17}
................................................... 13)
.................................................... 19)
NIP e, 20}

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu



Angka 1

Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angla 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9

Angka 10 :
Angka 11 :
Angka 12 :

Angka 13 .
Angka 14 :
Angka 15 :
Anglka 16 :
Angka 17 :
Angka 18 :

Angka 19 :

Anglea 20

Petunjuk Pengisian
Surat Tugas Penelitian Permohonan
Pengurangan FEB P2

Dusi dengan kop surat kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keunangan
dan Aset.

Diisi dengan nomor Surat Tugas.

Diisi dengan nama petugas penelitt yang ditunjuk.

Diisi denigan NIP petugas peneliti yang ditunjuk,

Diisi dengan pangkat dan golongan petugas peneliti vang ditunjuk.
Diisi dengan jabatan petugas per:eliti yang ditunjuk. ,
Diisi dengan Tahun Pajak yang diajukan permohonan.
Diisi dengan nomor surat permohonan,

Diisi dengan tanggal surat permohonan.

Diisi dengan nama Wajib Pajak atau Kepala
bersangkutan dalam hal diajukan sccara kolelif.
Diisi dengan alamat atan nama Kampung dan Kecamatan dalam hal
diajukan secara kolektif.

Diisi dengan Nomor Objek Pajak {NOP) (ddak perlu diisi dalam hal
diajukan secara kolektif}.

Kampung yang

Diisi dengan dengan alamat lokasi Objek Pajak.

Diisi dengan tanggal mulai tugas penclitian.

Diisi dengan tanggal alchir tugas penelitien.

Diisi dengan nama kabupaten Surat Tugas diterbitkan.

Diisi dengan tanggal Surat Tugas diterbitkan.

Diisi dengan nama jabatan pejabat yang berwenang menandatangani
Surat Tugas.

Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Surat

Tugas.
Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas.

DAN SATI




LAMFPIRAN XIX PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMCR ;2] TAHUN 2013

TANGGAL i 31Desember 2013 M
28 Shafar 1435 H

CONTOII SURAT PEMBERITAMUAN PENELITIAK DI LAPAN GAN
PERMOHONAN PENGURANGAN FPBE P2

1)

ooooooo P e T Y PP T Y

NOMOT & S i anananons . O

Sifat . Segera
Hal . Pemberitahuan Penelitian di Lapangan
Permohonan Pengurangan PRI3 P2

............................................

............................................

Sehubungan dengan sarat permohonan pengurangan PBB P2 Saudara/yang

diajukan Kepala Kampung’ QOMMIOT  evveeerieaiaesacnnisraarennases 8 tanggal
6) atas "

.............................................

I, SPET/SKPL NOP ooooeeveevereeiarereseneeos
perseoranganj; atau
2. SPPT sebagaimana terlampir (dalam hal diajukan secara kolektif),

dengan ini diberitahukan bahwa akan diadakan penelitian di lapangan pada
hari/tanggal ... 8 sampai dengan  hari/tanggal

...........................................

71 {dalam hal diajukan secara

Demi kelancaran jalannya penelitian, dimirta bantuan Saudara stau kuasanya
untuk mendampingi petugas peneliti.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara.

......................................................

......................................................

Keterangan:
1 coret yang tidak perlu
=} pilih salah satu



Angka 1

Angka 2
Angka 3

Angka 4
Angla 5

Angka 6
Angka 7

Angka 8
Angka O

Angka 10 :

Angka 11

Angka 12 :

e

Petunjuk Pengisinan
Surat Pemberitahuan Penelitiap 4l Lapangan
Permohonan Pengurangan FER P2

Diisi dengan kop surat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset.

Diisi dengan nomor surat pembenitahuan,

Diisi dengan nama kabupaten dan tanggal dibuatnya surat
pemberitahuan.

Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak atau Kepala Kampung
bersangkutan, Pengurus LVRI/organisasi terkait lainnya dalam hal
diajukan secara kolektif.

Diisi dengan nomor surat permohonan Pengurangan.

Diist dengan tanggal surat permohonan Pengurangan.

Diisi dengan Nomor Objek Pajuk (NOP) (tidak perfu diisi dalam hal
diajukan secara kolektif).

Diisi dengan hari/tanggal dimulainya penelitian di lapangan.

Diisi dengan hari/tanggal berakhirnya penelitian di lapangan.

Diisi dengan nara jabatan pejabat yang berwenang menandatangani
surat pemberitahiuan.

Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani surat
pemberitahuan.

Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani  surat
pemberitahman. '




LAMPIRAN XX PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR ©on TAHUN 2013
TANGGAL : ag Desember 2013 M

Shafar 1435 H

CONTOH LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGURANGAN PBB P2
SECARA PERSECRANGAN

............................................................................................

LAPORAN HASIL PEVUELITIAN
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SECARA PERSEORANGAN
Nomor : LAP- . iiiniriinninns sasrererans 2

Berdasarkan penelitian di kantor/penelitian di kanter dan di Japangan” sesuai Surat

Tugas:

a. penelitian di Kantor  NOMOT  cveeveerirveeioriianseians s, 3 tanggai
........................................................ 45

b. penclitian di lapangan DOTHOT  eevreereaenrnicnnsiasisnerasanss 8) tanggal
......................................................... 8},

telah dilakukan penelitian di kantor dari tanggal ... 7 sampai dengan

tanggal ..o ¢ dan penelitian di lapangan dari tanggal ... % sampai

dengan tanggal .........cooceii. 10} terhadap permohonan Pengurangan yang diajukan

secara perseorangan oleh wajib Pajak/kuasa W ajib Pajak™:

Nama Wajib Pajak TS OOOUOTUUTOUUUR PP TP OO PR PP PP PP PP PPI 3
Alamat Wajib Pajak @ oo cerrenrnseemniaee B s ittt ae 12)
Nama kuasa Wajib Paiak ©.o..io oo 13)
Alamat kuasa Wajib Pajak
....................................................................................... 14}
melalili SUrat BOMIOL ..ierviiceierriiriinninianinnies 190 toraggal e 16] yang
diterima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan ASel.............co 17)
berdasarkan bukti penerimaan surat (BPS) nomcr ..o 18} tanggal
........................................... 19, dengan uraijan sebagai berikut:
I. UMUM
1. NOP U U T TR U U U SO U T U U PO UP PR UOPOTOPOPIOPPESPPERIPRIRD 20)
2. Alamat Objek Pajak N
...................................... !
3. Tahun Pgjak U PPRPRPPEN 22
4. Jenis Ketetapan : SPPT/SKPD"
5. PBB TErUtang | RP.cooorioiotaemiomiiiiiiins ittt e )22341
RO T e At

1I. DASAR HUKUM

Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor ......... Takun 2013 Tata Cara Pemberian
Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan.

ITTI.HASIL PENELITIAN
1. Penelitian di kantor

........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.....................



2. Penelitian di lapangan

26}

Batatabadbrtab bbb adtat

IV. KESIMPULAN DAN USUT

1. Kestmpulan

28}

P T I T ET T L s haras

Petugas Peneliti |

Mengetahui,

Kepala Seksi ....coovnenenee 32 viheideransarerrisines IORVOUTOPIR

TN TN T TR R RN L N R

NIP veress 3D

Keterangan:
') coret yang tidek perlu



Angka 1
Angka 2

Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9

Angka 10

Angka 11

Angka 12 :
Angka 13 :
Angka 14 :
Angka 15 :
Angka 16 :
Angka 17

Angka 18 :
Angka 19
Angka 20 :

Angka 21

Angka 22
Angka 23
Angka 24
Angka 25
Angka 26

Angka 27
Angka 28
Angka 29 :

Angka 30 :

Angka 31

Angka 32
Angka 33

Angka 34 :

Petunjulk Peungisian
Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBR F2
Saeeara Peraeorangan

diisi dengan kop surat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset. '

diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pengurangan FPBB
Perdesaan dan PerkotaanSecara Perseorangan.

diisi dengan nomor Surat Tugas penelitian di kantor.

diisi dengan. tanggal Surat Tugas penelitian di kantor,

diisi dengan nomer Surat Tugas penelitian di lapangan.

diisi dengan tanggal Surat Tugas penelitian di lapangan.

diisi dengan tanggal mulainya pelaksanaan penelitian di kantor.
diisi dengan tanggal berakhirnya pelaksanaan penelitian di kantor.
diisi dengan tanggal mulainya pelaksanaan penelif_i.an:di lapangan.
diisi dengan tanggal berakhirnya pelaksanaan pencliisn di lapangan.
diisi dengan nama Wajib Pajalz.

diisi dengan alamat Wajib Pajaic.

diisi dengan nama kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan.

diisi dengan alamat kuasa Wajib Pajak dalams hal dikuasakan.
diisi dengan nomor surat permohonan Pengurangan.

diisi dengan tanggal surat permohonan Pengurangan.

diisi dengan nama Dinas Fendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
yang menerima surat permohonan Pengurangan.

diisi dengan nomor Bukt Penerimaan Surat (BPS).

diisi dengan tanggal BPS.

diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP}

diisi dengan alamat objek pajak.

diisi dengan Tahun Pajak SPPT/SKPD.

diisi dengan besarnya PBB yang terutang dengan angka.

diisi dengan besarnya PBB yang terutang dengan huruf.

diisi dengan uraian hasil penelitian kantor.

diisi dengan uraian hasil penelitian di japangan dalarn hal dilakukan
penelitian lapangan.

diisi dengan kesimpulan hasil penelitian.

diisi dengan usul besarnya pengurangan yang diberikan.
diisi dengan kabupaten dan hasil
pengurangan PBE P2 dibuat.

diisi dengan nama petugas peneliti yang menandatangani laporan hasil
penelitian pengurangan PBB P2.

diisi dengan NIP petugas peneliti yang menandatangani laporan hasil
penelitian pengurangar: PBB P2.

diisi dengan nama Seksi yang bertanggung jawab menyeiesaikan
Pengurangan PBB P2.

diisi dengan nama dan tanda tangan XKepala Seksi sebagaimana
dimaksud pada anglca 32,

diisi dengan NIP Kepala Seksi sebagaimana dimzksud pada angka 32.

tanggal laporan penelitian



Angka 35 :
Angka 36
Angka 37
Angka 38 :
Angka 39 :

Angka 40 :

diisi nama jabatan eselon III yang bertanggung jawab menyelesaikan
Pengurangan PBB PZ.

diisi nama dan tanda tangan pejabat eselon Il sebagaimana dimaksud
pada angka 395.

diisi dengan NIP pejabat eselon Il sebagaimana dimaksud pada angka
35.

diisi jabatan eselon II yang Dbertanggung jawab menyelesakan
Pengurangan PBB P2 (bila diperlukan].

diisi nama dan tanda tangan pejabat esclon I schagaimana dimaksud
pada angka 38.

diisi dengan NiP pejabat esclon II sebagaimana dimaksud pada angka
38.




LAMPIRAN XXI PERATURAN BUP;’&'TI ACEH TAMIANG
NOMOR : 24 TAHUN 2013

TANGGAL : 71 Desember 2013 M

28 Shafar 1435 H

CONTOH LAPCRAN HASIL PENEBLITIAN PENGURANGAN PBR P2
SECARA KOLEKTIF

.............................................................................................

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SECARA KOLEKTIF
NOmor : LAP .vciiiissssrsesrsossarasases 2)

Berdasarkan penelitian di kantor/penelitian di kanior dan di lapangan’ sesuai Surat
Tugas:

¢. penelitian di  KRanter  DOMOT cvvreieeiiii e 3 tanggal
........................................................ 4
d. penelitian di lapangan e To7e« (o Lol UUOUUUIRROTIRURROPR NS 8 tanggal
........................................................ 6,
telah dilakukan penelitian di kantor dari tanggal ... 7 sampai dengan
tanggal ..o 8 dan penelitian di lapangan dari tanggal ... % sampai
dengan tanggal ... :0) terhadap permchonan Pengurangan yang diajukan
secara kolektifmelalui Kepala Kampung ... t1/Pengurus Legiun
Veteran/Pengurus organisasi terkAail  eviereeenerie e 127} sejumlah
......................... SPPT melalui  surat  DOMOT  wooeccocerercemannennnnn. 19 tanggal
...................... Mvang diterima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
ASBL i 15y berdasarkan bukti penerimasn surat (BPS} nomor
......................... 16) tANEGAl crvvvercorreincicriener e 1, dENgAR uraian sebagail
berikut '
I. UMUM

Data Wajib Pajak dan objek pajak adalah schagaimana tercantum dalam kolom 2,
kolom 3, kolom 4, lampiran Daftar Hasil Penelitian PBB Secara Kolektif.

Ii. DASAR HUKUM _
Peraturan Bupti Aceh Tamiang Nomor Tahun 20123 Tata Cara Pemberian

Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan.

I.HASIL PENELITIAN

Hasii penelitian untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum
dalam kolom 7, kolom 8, dan kolom ¢ lampiran Daftar Hasil Penclitisn PBB Secara

Kolektif.




IV. KESIMPULAN DAN USUL
Usul untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam
kolom 10, kolom 11, dan kolom 12, lampiran Daftar Hasil Penelitian PBB Secara
Kolektif.

......................... )
.................................... 18)
Petugas Peneliti I Petugas Peneliti I]
................................. 19} e L e ses s st ekt srneessnneedaeeaa D)
NIP oosoorsenieccvenienes 20 NIP ovoooeveneerenseerrenrienes 20
Mengetahui,
Kepala SeKsi .oocovvreeieianan 210 et rasnaeananenis 28 e 2n
......................................... 22) o eeeeeeeeneneene ) e 29
NIP (o 23 NIP oviireereeeiiiiiie v 250 NIP vieeiiiniirnniiereenns 29)

Keterangan:
" coret yang tidak perlu



Lampiran Hasil PeneliianPengurangan PEB
Perdesaan dan PerkotaanSeccara Kojektif
Nomor ¢ LAP-. v e, eieraies 2}

DAFTAR HASIL PENELITIAN PENGURANGAN PRE PERDESAAN DAN PERKOTAANSECARA KOLERTIF

Kampung®)

Kecamatan :
Kabupaten /Kabupaten :
LVRI/organisasi terkait wilayah
Tahun Pejak :

e

O\U‘l:hf.ﬂlor—-

. | Dst




Angka 1
Angla 2

Angka 3
Angka 4
Anglka 5
Angka 6
Arigka 7
Angka &
Angka 9

Angka 10
Angka 11 :
Angka 12
Angka 13 :
Angka 14 :
Angka 15 :
Angka 16 :
Angka 17 :
Angka 18 :
Angka 19
Angka 20 :
Angka 21
Angka 22

Angka 23
Angka 24

Angka 25
Angka 26 :
Angka 27
Angka 28

Angka 29 :

Petunjuk Pengisian
Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB P2
Secara Kolektif ’

diisi dengan kop surat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset.

diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB
Perdesaan dan PerkotaanSecara Kolektif.

¢iisi dengan nomor Surat Tugas penelitian di kantor.

ciist dengan tanggal Surat Tugas penelitian di kantos.

diisi dengan nomor Surat Tugas penelitian di lapangan.

diisi dengan tanggal Surat Tugas penelitian di lapangan.

diisi dengan tanggal mulainya pclaksanaan penelitian di kantor.

diisi dengan tanggal berakhimya pelaksanaan penelitian di kantor.
diisi dengan tanggal mulainya pelaksanaan penelitian di lapangan.
diisi dengan tanggal berakhirnya pelakeanaan penelitian di lapangan.
diisi dengan nama Kampung.

diisi dengan nama Pengurrus LVRI/Pengurus Organisasi terkait.

diisi dengan nomor surat permohonan Pengurangansecara leolektif.
diisi dengan tanggal surat permohonan Pengurangansecara Leoleketif.
diisi dengan nama Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset yang menerima surat permchonan Pengurangansecara kolektif,
diisi dengan nomor Bukti Penerimaan Surat BPS).

diisi dengan tanggal BPS.

diisi dengan kabupaten dan tanggal dibuatnya Laporan Hasil
Penelitian Pengurangan PBB Perdesaan dan Perkotaan Secara
Kolektif.

diisi dengan nama petugas peneliti yang menandatangani laporan
hasil penelitian pengurangan PBB P2.

diisi dengan NIP petugas peneiiti yang menandatangani laporan hasil
penelitian pengurangan PBB P2.

diisi dengan naraa Seksi yang bertanggung jawab menyelesaikan
Pengurangan PBB P2.

diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Seksi sebagaimana
dirnalsud pada angka 21.

diisi dengan NIP Kepala Seksi sehagaimana dimalcsud pada angka 21.
diisi nama jabatan eselon IIl yang bertanggung jawab menyelesaikan
Pengurangan PBB P2

diisi nama den tanda tangan pejabat eselon III sebagaimana
dimaksud pada angka 24.

diisi dengan NIP pejabat eselom Il sebagaimana dimaksud pada
angka 24.

diisi jabatan eselon II yang bertanggung jawab menvelesaikan
Pengurangan PBB P2 {bila diperlulan).

diisi nama dan tanda tangan pejabat egelon I sebagaimana dimaksud
pada angla 27.

diisi dengan NIP pejabat eselon il sebagaimana dimaksid pada angka

27.



Petunjuk Pengisian Lampiran Hasil Penelitian Secara Kolektif

Kolom 1 . diisi dengan nomor urui.
Kolom 2 : diisi dengan nama, alamat Waijib Pajak.

Kolom 3  : diisi dengan NOP/alamat Wajib Pajak.

Kolom 4 : diisi dengan PBB terutang dengan angka.

Kolom 5 : diisi dengan besarnya persentase permohionan Pengurangan dengan
angka.

Kolom 6 : diisi dengan alasan permohionan Pengurangan.

Kolom 7  : diisi dengan tanda checkdist "V' dalam hal alasan terbukti.

Kolom 8 : diisi dengan tanda checklist V" dalam hal alasan terbukti sebagian.

Kolom 9 : diisi dengan tanda checklist "' dalam hal alasan tidak terbukti.

Kolom 10 : diisi dengan usul besarnya persentase permohonan Pengurangarn
dengan angka.

Kolom 11 : diisi dengan PBB terutang sebelum diberikan Pengurangan.

Kolom 12 : diisi dengan PBB teritang setelah diberikan Pengurangan.

7 @;3 }ﬁm ACEH TAMIANG,
4 "\?3"/

1 \%«%‘@% /:f E

\\\A%ik’?ﬁ DBAN SATI




LAMPIRAN X3l PERATURAN BUPATI ACEH

TAMIANG
NOMOR . 21 TAHUN 2013
TANGGAL . Z1Desember 2013 M

28 Shafar 1435 H

Conteh Keputusan Pengnrangan PBB Perdesaan dan Perkotaan Secara
Perorangan yang ditetapkan oleh BUPATL:

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
HOMOR .cvverniinancnnnns?

TENTANG
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
BUPATI ACEH TARMIANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengsn surat permohonan pengurangarn
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perlkotaan atas nama

Wajib Pajak ..o 2 NOIMOT v 3 tanggal
..................... 4  yang diterima melahii Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Asel..........o.oe 5 berdasarkan
tanda (erima NOTNOT «ooviver s iiriiencns 8 tanggal i 7 atas
SPPT/SKPD? NOmMOT .ooveerrninnnn, 8 Tahun Pajak ............. 2 dan

dengan mempertimbangkar hasil penelijan yang ditvangkan
dslam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB P2 nomor LAP-
................. 100 tanggal  ooeoeeceeiinnnnnn s periu diterbitkan
keputusan atas permohonan pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan BUPATIAceh Tamiang
tentang Pengurangan Pajek Bumi den Bargunan Perdesaan dan

Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
2. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2013 tentang Pajak
: Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
3. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor ....... Tahun 2013 tentang
Tatas Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan
Pembebasan Pajak.




Menetapkan:
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;

MEMUTUSKAN:

: Mengabﬁlkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak?

permohonan pengurangan PBB P2 terutang yang tercantum dalam

SPPT/SKPD? NOIMOT  cvieerervreraroniainnnes 12) Tanun Pajak
........................ 13):
a. Wajib Pajak
Nama U TP PP U PSSO P PP PSP PPRPRPT TR 14]
Alamat
........................................................................... 13)
b. Objek Pajak
NGP P TP PP O PP PRSP O PE PRSP 16)
PEB yang terutang Rp
................................................................................................ 17
ALBTAAL 5 veverresecssiaeriiereaioenieiesrarai e sttt 18)
KATAPUILEY) & covervrrosersenousismnsbos e sinensans it ens s 19}
KECATNALAIL 1 vavevverersnrrrsrncnnesnsinsineiameonns 29)
KADUPALETL  © wverreeenaimnnimromiss i snitissst it is et s 21
sebesar ....... 27 (UUUIUUUTOOVOTOPPPPR PP 23 persen) dari PBB yang
terutang.

. Besarnya PBB yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana

dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:

a. PBB yang terutang menurut SPPT/SKFPD" RD  cooeeivnenenn 24)
b. Besarnya pengurangan '
{oerrnns 281%% K RP errereriarerieracninians 26)) RP cvvevrennnns 27
¢. Jumlah PBB yang terutang T (-]
setelah pengurangan (a-b) RP cooreriininnenn 28)
.............................................................................................. 2
; |

. Apabila di kemudien harl ternyata diketahui terdapat kekeliruan

dalam Keputusan BUPATIAceh Tamiang ini, kekeliruan tersebut
akan dibetullan sesuai ketentuan yang berlala.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan A oo 30)
Pada tanggal .....ooovveiiiii 3n

BUPATI ACEH TAMIANG,

...........................................

2. Wajib Pajak.

Keterangan:

Jcoret yang tidak perlu;



Angka 1
Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angka §

Angka 6
Angka 7
Angka g
Angka ¢

Angka 10 :

Angka 11

Angka 12 :
Angka 13
Angka 14
5ngka 15 :
Angka 16 :
Angka 17
Angka 18 :
Angléa 19
Angka 20 :
Angka 21
Angka 22 :
Angka 23
Angka 24

Angka 25
Angka 26 :

Angka 27
Angka 28 :
Angka 29

Angka 30 :
Angka 31 :
Angka 32

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
KEPUTUSAN PENGURANGAN PBB P2
Diisi dengan nomor Surat Keputusan yvang diterbitkan,
Diisi dengan nama Wajib Pajak {(WP).
Diisi dengan nomor surat permchonan WP,
Diisi dengan tanggal surat permohonan WP,

Diisi dengan nama Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset yang menerima surat permohonan.

Diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan.

Diisi dengan tanggal tanda terima surat permchonan.

Diisi dengan nomor SPPT/SKPD.

Diisi dengan Tahun Pajak SPFT/3KPD.

Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penclitian Pengurangan PBB P2.
Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB P2.
Diisi dengan nomor SPPT/SKFPD.

Diisi dengan Tahun Pajak SPPT/SKFD.

Diisi dengan nama WP.

Diisi dengan alamat WP.

Diisi dengan Nomor Qbjele Pajak (NOF}L

Diisi dengan nominal PBB yang terutang dalam SPFT/SKFPD.

Diisi dengan alamat objek pajak.

Diisi dengan nama Kampung alamat objek pajaik.

Diisi dengan nama Kecamatan alamat objek pajak.

Diisi dengan nama Kabupaten/Kabupaten alamat objek pajak.

Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan angka.

Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan huruf.

Diisi dengan nominal PBB yang terutang sebelum pengurangan
dengan angka. :

Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan angka.

Diisi dengan nominal PBB yang terutang sebelum pengurangan
dengan angka.

Diisi dengan nominal besarnya pengurangan PBB P2 yang terutang
dengan angka.

Diisi dengan nominal PBB yang terutang sctelah pengurangan
dengan angka.

Diisi dengan nominal PFPBB yang terutang setelah pengurangan
dengan huruf.

Diisi dengan kabupaten tempat Surat Keputusan diterbitkan.

Diisi dengan tanggal Surat Keputusan diterbitizan.

Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menendatangani Surat

Keputusan.



LAMPIRAN XXIII PERATURAN BUPATI ACEH

_ TAMIANG
NOMOR <2t TAHUN 20123
TANGGAL : 31 Desember 2013 M

28 Shafar 1435 H

Contoh Keputusan Pengurangan PBB-P2 Secava Perorengan yang ditetapkan oleh

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset:

EEPUTUSAN BUPATI ACKN TABIANG
NOMGR [EF LIS LRSS LES REL] "'}

TENTANG

PENGURANGAY PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAYN DAN PRREOTAAN

Memimbang: a.

Mengingat : 1.

DENGAK RAHMAT TUEAN TANG MAXIA ESA
BUPATIACEXN TAMIANG,

bahwa sehubungan dengan surat perruohonan pengurangan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas nama Wajib

Pajak  coiceiieiciieeiinn 2 NOIMOT  civeiviinininiinions 3 tanggal
..................... 4 yang diterim~ Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset ... $) berdasarkan tanda terima
TIOIMIOT cevvuereneerinenrannns 8] tanggal ..o 7 atas SPPT/3SKPD"
AOTROT  vuevernirvreenanes 8) Tahun Pajak ... 9 dan dengan

mempertimhangkan hasil penelifian yang dituangkan dalam
Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB P2 nomor LAP-
................. 100 tanggal  .oovocereeeerieennnd perla diterbitkan
keputusan atas permohonan pingurangan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkctaan dimaksud;

_bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu menetapkan Keputusan BUPATIAceh Tamiang
tentang Pengurangan Pajak Pumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun %2009 teniang Pajak Daecrah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5049);

. Qanun Kabupaten Acch Tamiang Nomor 2 Tahun 2013 tentang

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesazn dan Perkataan

. Peraturan Bupati Aceh Tamniang Nomor ....... Tahun 2013 tentang

Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan
Pajak.




MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Mengabulkan selurahnya/Mengabniltan sebagion /Menolai”
permohonan pengurangan PBE P2 terutang yang tercantum dalam
SPPT/SKPI) RIOMOT  cevveeeivverarnns ceenns 12) Tahun Pajak
........................ 12}

a. Wajib Pajak
Nama T e e h e e iie ittt ete vt aaa ity 14)
Alamat L e e e e an et raen e aetr e te et hiaeae i 15)
b. Objek Pajak
NOP L ettt ettt e et e st bt e et be e e aataans 16}
PBB yang terutang Rp
LT P Y e o - 1 S 18)
KampuUng®™) & e 19}
Kecamatan @ .vvieercririireeiicii e 20)
KabUpaten  © .o 21
sebesar ........ 229 (1eeerniaieerreineriiieeiians 23) persen} dari PBB

yang terutang.

KEDUA . Besarnya PBB yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana
dimaksud pada Diktumn PERTAMA adalah sebagai berikut:
a. PBB yang terutang menurut SPPT/SKFD" Rp 24)
b. Besarnya pengurangan
{eeeeens 25% X RP coevvivinviiiiieinins 26)) Rp e, 27
c. Jumlah PBB yang tetuttang~ meessmeeses {-)
setelah pengurangan f{a-b) RD 28)
U P OO PP PSP OO PSSO P RS LLIRRLIEPY 129
KETIGA . Apabila di kemudian hari temyata diketahui terdapat kekeliruan

dalam Keputusan Bupti Aceh Tamiang inl, kekelirusn tersebut akan

dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggai ditetapkan.

Ditetapkan di ......ccooveeviiinennnn
Pada tanggal .....cooovvviiiiiiniins

a.n. BUPATIACEH TAMIANG
Kepala Dinas

..........................................

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1) BUPATI Aceh Tamiang;

2} Wajib Pajak.

Keterangan :

“coret yang tidak periu;

Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset,




Angka 1
Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angka 5

Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9

Angka 10
Angka 11 ¢
Angka 12 :
Angka 13 :
Angka 14
Angka 15 :
Angka 16
Angka 17
Angka 18 :
Angka 19
Angka 20 :
Angla 21
Angka 22
Angka 23 :
Angka 24 :

Angka 25 :
Angka 26

Angka 27
Angka 28
Angka 29 :

Angka 30 :
Angka 31 :
Angka 32 :

Angka 33 :

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
KEPUTUSAN PENGURANGAN PBB P2

Diisi dengan nomor Surat Keputusan yang diterbitkan.

Diisi dengan nama Wajib Pajak (WP).

Diisi dengan nomor surat permohonan W,

Diisi dengan tanggal surat permononan WP.

Diisi dengan nama Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset yang menerima surat permohonar.

Diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan.

Diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan.

Diisi dengan nomor SPPT/SKPD.

Diisi dengan Tahun Pajak SPPT/SKPD.

Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB P2.
Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB FP2.
Diisi dengan nomor SPPT/SKPD.

Diisi dengan Tahun Pajak SPPT/SKPD.

Diisi dengan nama WP,

Diisi dengan alamat WP.

Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP).

Diisi dengan nominal PBEB yang tenutang dalam SPFT/SKPD.

Diisi dengan alamat objck pajak.

Diisi dengan nama Kampung alamat objek pajak.

Diisi dengan nama Kecamatan alamat objek pajak.

Diisi dengan nama Kabupaten/Kabupaten alamat objek pajak.

Diisi der.gan besarnya persentase pengurangan dengan angka.

Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan huraf.

Diisi dengan nominal PBB yang terutang sebelum pengurangan
dengan angka.

Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan aagke.

Diisi dengan nominai PBB yang terutang sebelum pengurangan
dengan angka.

Diisi dengan nominal besarnya pengurangan PBD P2 yang terutang
dengan angka.

Diisi dengan nominal PBB yang terutang setelah pengurangan

dengan angka.
Diisi dengan nominal PRB yang terutang setelah pengurangan

dengan huruf.
Diisi dengan kabupaten tempat Surat Keputusan diterbitkan.

Diisi dengan tanggal Surat Keputusan diterbitkan.

Diisi dengan natna pejabat yang berwenang menandatangam Surat
Keputusan.

Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Surat

Keputusan.




LAMPIRAN XXV PERATURAN BUPAT! ACEH

TAMIANG
NOMOR 2 TAHUN 2013
TANGGAL : 21 Desember 2013 M

Shafar 1435 H

Contoh Keputusan Pengurangan PBEB Perdesaan dan Perkotaan Secara Kolektif

vang ditetapkan oleh BUPATI:

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

TENTANG

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Menimbang: a.

Mengingat : 1.

SECARA KOLEKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATIACE TAMIANG,

bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan Pajak
Bumi darn Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara kolektif dari

LVRI/Kampung? ....cooovivniiiiinincinnes ANOMOT .ovvvviiiriarriiannn,s 3 tanggal
..................... 4  yang diterima wmelalui Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset ..ol 5 berdasarkan
tanda terima NOKIOT ..v.icviriienuiuinss 6 tanggal ......oooeiiiiniann, 7l atas
SPPTTahun Pajak ............. 9 dan dengan mempertimbangkan hasil
penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian
Pengurangan PBB P2 nomor LAP-............ 9 tanggal

........................... 10) perlu diterbitkan keputusan atas permohonan
pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
dimaksud;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang
tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
PerkotaanSecara Kolektif;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049};

. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor Tahun 2013 tentang

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor ....... Tahun 2013 tentang

Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan

Pajak.



Menetapkan :

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

Memberikan keputusan atas permohonan pengurangan PBEB P2
secara kolektif sebagaimana ditetapkan dalamm Lampiran
Keputusan Bupati Aceh Tamiang ini, yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan Bupat Acch Tamiang ini.
Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan
dalem Keputusan Bupai Aceh Tamiang ini, kekeliruan tersebut
akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlalku.

Keputusan Bupati Aceh Tamiang ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di c..oocvivviniiiniiiniininnn, 1)
Pada tanggal ... t2)

BUPATI ACEH TAMIANG,

.........................................................

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;

0. Wajib Pajak.

Keterangan :

‘lcoret yang tidak periu;



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPAT!{ ACEH TAMIANG
NOMOR .21 TAHUN 2013
TANGGAL : 31 Desember 2013 M

28 Shafar
DAFTAR PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF
Kampung®) 1 e 2)
Kecamatan ¢ e 3
Kabupaten @ i 9
Tahun Pajalt @ e 5)
: - e eria
x B B {
BUPATI ACEH TAMIANG,
............................................................. 6)
& ‘e >



E)

Angka 1
Angka 2

Angka 3
Angka 4
Angka 5

Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9

Angka 10 :

Angka 11

Angka 12 :
Angka 13 :

PETUNJURK PENGISIAN FORMULIR

KEPUTUSAN PENGURANGAN PR F2 SECARA KOLEKTIF

e

Diisi dengan nomor Surat Keputusan yang diterbitkan.

Ditsi dengan nama cabang LVRI/Kampung atau nama organisasi
terkait penerima tanda jasa bintang gerilya.

Diisi dengan nomor surat permohonan.
Diisi dengan tanggal surat permohonan.

Diisi dengan nama Dinas Pendapatan, Pengelelaan Keuangan dan
Aset yang menerima surat permohonan.

Diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan.

Diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan.

Diisi dengan Tahun Fajak SPPT.

Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB P2.
Diist dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PEB P2.
Diisi dengan kabupaten tempat Surat Keputusan diterbitkan.

Diisi dengan tanggal Surat Keputusan diterbitkan.

Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Surat
Keputusan.
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PETUNJUK PERGISIAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN PENGURANGAN PBB P2 SECARA KOLEKTIF

Angka 1

Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6

Diisi dengan nomor Xeputusan Bupati Aceh Tamiang yang
diterbitkan.

Diisi dengan nama Kampung yang bersangicutan.
Diisi dengan nama Kecamatan yang bersangkutan,
Diis1 dengan nama Kabupaten yang bersanglaatan.
Diisi den:gan TahunFPajak yang bersangkuttan.

Diisi dengan nama pejabat yang herwenang menandatangant Surat
Keputusan.

Pengisian koloin:

Keolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6

Kolom 7

Kolom 8

Kolom 9

Kolom 10 :

Kolom 11 :

Diisi dengan nomor urut.

Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajalk pada SPPT.

Diisi dengan Nomor Objek Pajaic (NOP) pada SFPT.

Diisi dengan alamat cbjek pajak yang tercantum dalam SPFT,

Diisi dengan PBB yang terutang daiam SFPT.

Diisi dengan persentase pengurangan PBB P2 yang terutang yang
dimohon.

Diisi dengan nominal pengurangan PBB P2 yang terutang yang
dimohon.

Diisi dengan persentase pengurangan PBBE P2 yang terutang yang
diberikan.

Diisi dengan nominal pengurangan PBB P2 yang terutang yang
diberikan,

Diisi dengan nominal FBB P2 yang terutang setelah pengurangas.
[iisi dengan mengabulkan selurubnya, mengabullkan sebagian, atau
menolak.

“

ﬂmi ACEH TAMIANG,
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LAMPIRAN XXV PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR . 21 TAHUN 2013

TANGGAL  : 31 Desember 2013 M

28 Shafar 1435 H

PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Tahun. ...

Nomor Kepada :
Lampiran : Yth. Bupati Aceh Tamiang
Perihal  : Permohonan Pengembalian u.p Kepala DPPKA
Kelebthan Pembayaran PBB-P2 Kabupaten Aceh Tamiang
Tahun ....coceeee di~
Karang Baru

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak

Nama Wajib Pajak D e PR RS8R 848 0 84118 PR PRSP RS 4b bbb et
Alamat L tieteserrareens s beas s b saran et eonnans sast e ste e e smstsaamesren nessrrenvevensessns L @D eseesssrsirerseitnenesseanan
Letak Objek PaJak
Nomor Induk ™/ N OP

Bersama ini mengajukan permohonan pengembalian kelﬁbman pembayaran PBB P2 atas SPPT!SKPDISTPD)
Tahtn ccovvverireerrrnnns sebesar Rp. .. rrrrsseerrrrsarneseesee e anes G@0AN Muruf

G }
Beptuk pengembahan yang ‘kami mohon adalah sebapal berikut :

dibayar tunai {restinusi) pada ReX. No. v 4 BAIK (i,

diperhitungkan (kompensasi) dengan utang/ketetapan PBBVTh. ... iivrrircnnrcenns

atas pama
Wajib Pajak
Alamat L eievieraeserrea e bhek e b A A b AL s bea e at e s st esan st
Letak Objek e

No. Induk””/ NOP iSRS A S

No. Seri D erDuseairnaserbastrensysbst et shd st be s aeRassnaeeas e et seR 4488 R LSRR SR 105 AR TE PR R RS b nh L ek s bi b s
. Disumbangkan kepada Negara.

Sebagai bahan pertimbangan/penelitian kami larapirkan :

a. Foto Copy: SPPT, SKPD, STPD

b. Foto Copy Salinan Surat Keputusan tentang :

Penyelesaian Keberatan

Pemberian Pengurangen/Pengurangan Dendz ”

Banding

c. Asli: D SSPD, D Resi

Horrat Saya,
Pemohion

Keterangan !
a

Coreat yang tidak perlu
*%) O isi nomor Kohir SPPT

D Di isi dengan tanda X pada kotak yang berkenaan yang periu sq.ra
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LAMPIRAN XXV] PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 2% TAHUN 2013
TANGGAL  :31 Desember 2013 M

28 Shafar 1435 H

SURAT KETETAPAN PAJAK. DAERAH LEBIH BAYAR

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DINAS PENDAPATAN PENGTLOLAAN EEUANGANDAN ARET
KOMFLEK PERKANTORAN PEMERINTAHAN ACEH TAMIANG NO URUT
JL. IR H. JUANDA NO 69 - KARANG BARU ACEH TAMIANG
TELEPON (0541} L FAX, (0641)

SURAT KETETAPAN PAJAK DALCRAR LEBIT BAYALL SEFDLD)
TAAUN :

A. WAJIB PAJAK
NAMA
NPWP
ALAMAT
B. SPPT/SKPD/STPD ”
NOMOR
TANGGAL
PBB - P2 TERUTANG
C OBIEK PAJAK
NOP
ALAMAT
DESA/KELURAHAN
KECAMATAN

I. Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan telah dilekukan Pemeriksasn atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban
Wajib Pajak.

11. Dari Pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut diatas, Penghitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya
tidak terutang adalah sebagai berikut:

Dikembalikan Dengan
No. | Sektor | Nomar Induk Jumlzh PEB Kelebihan
N Seri Ferutang bembayaran Dipindah Tunar | Diperhitusglon | Disimbangkan
) OmorT oen Hukukan (Kompensasi) Kepada Negar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 L
|
III. Kelebihan Pembayaran PBB — P2 Tahun ..o..ccoovirirrrrnts SEDESAT RD. oo
Dengan huruf':
PERHATIAN :

Pengembatian Kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan mengaunkan Surat Perintah
' Membayar Kelebihan Pajak (SPTAKP).

Karang Bary, ....oocveeeveennn. Tahun
a.n. Kepala DPPKA

Kabupaten Aceh Tamiang ,

Kepala Bidang ..o .

NI,




